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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kematian bagi setiap manusia adalah sebuah kepastian yang tidak 

mungkin bisa dihindarkan. Berapapun panjang usia seseorang, siapapun 

dirinya dan apapun pangkatnya di dunia pasti ia akan menemukan ajalnya. 

Namun, tetap saja sebagian manusia lupa terhadap sesuatu yang pasti 

seperti kematian ini, buktinya tidak ada persiapan untuk menghadapinya 

dan terus menerus berlomba mengejar fatamorgana kenikmatan dunia 

yang tiada akhir. Mengingat mati adalah sebuah kewajiban bagi setiap 

muslim agar lebih giat beribadah dan tidak terbuai dengan segala 

kehidupan dunia dari dua sisinya , senang dan sedih, kaya dan miskin, 

bahagia dan derita. Selalu sabar dalam mengahdapi cobaan hidup dan 

tidak terbuai dengan segala kenikmatan dunia, karena ia selalu ingat 

bahwa semua itu pasti akan ditinggalkan bila saatnya tiba. Setiap jiwa 

yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Seperti firman Allah SWT 

dalam Surah Ali Imran/3: 185 berikut: 

دِ   ۡ٘ ََ   ٨٘ٔ ...مُوُّ ّفَۡظٖ رَآئقِخَُ ٱىۡ
 

“Tiap-tiap yang jiwa pasti akan merasakan kematian”. 
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Kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang. Meskipun 

seorang berupaya untuk lari darinya, niscaya kematian akan datang 

menghampirinya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah al-

Jumu‟ah/62: 8 berikut: 

ُٔ ـاََِّّ  ْۡ ٍِ  َُ ٗ دَ ٱىَّزِٛ رفَشُِّ ۡ٘ ََ َُّ ٱىۡ ٌِ قوُۡ ئِ يِ َٰٚ عََٰ َُ ئىَِ ٗ ٌَّ رشَُدُّ ۖۡ صُ ٌۡ قِٞنُ
يََٰ ٍُ ُٔۥ 

 َُ يُ٘ ََ ٌۡ رعَۡ ب مُْزُ ََ ذَحِ ـَُْٞجَِّئنٌُُ ثِ ٱىشَََّٰٖ َٗ تِ  ۡٞ   ٨ٱىۡؽَ
“Katakanlah, ”Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, 

sesungguhnya kematian itu a1kan menemui kalian, kemudian kalian akan 

dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang 

nyata. Lalu Dia akan beritakan kepada kalian tentang apa-apa yang telah 

kalian kerjakan.” 

 

Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan untuk banyak 

mengingat kematian, agar seorang muslim bergegas untuk mempersiapkan 

bekalnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda; 

ٌَ أمَْضشُِٗا رِمْشَ  عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ عَيَ ِ صَيَّٚ اللََّّ ْٝشَحَ قبَهَ قبَهَ سَعُ٘هُ اللََّّ ِْ أثَِٜ ٕشَُ عَ

دَ  ْ٘ ََ ًِ اىيَّزَّادِ ٝعَِْْٜ اىْ  ٕبَرِ

“Perbanyaklah mengingat pemutus (segala) kenikmatan, (yaitu) 

kematian.”(HR. Tirmidzi)
1
 

 

Ketika seorang muslim meninggal dunia, maka muslim lainnya 

berkewajiban untuk mengurus jenazahnya, dimulai dari hal-hal yang 

dilakukan ketika ada yang meninggal, memandikan jenazah, mengkafani, 

menshalatkan dan memakamkannya. Sebagaimana yang di isyaratkan oleh 

Rasulullah di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda; 

                                                             
1
 Yahya Ibnu Syarf an-Nawawi, Riyadhusshalihin min kalamin sayyidil mursalin, ( Kairo: 

Maktabah as-Saffah, 2004), h. 255 
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 ِْ ْٝشَحَ  أثَِٜ عَ ِ  –ٓ :قبَهَ  ٕشَُ صيٚ اللَّ عيٞٔ ٗعيٌ   –قبَهَ سَعُ٘هُ اَللََّّ

ئرَِا  دَعَبكَ  َٗ  , ِٔ ْٞ ٌْ  عَيَ ٌِ عِذٌّ :  ئرَِا  ىقَِٞزَُٔ ـغََيِّ غْيِ َُ ٌِ عَيَٚ  اىَْ غْيِ َُ دَقُّ اىَْ

ذَ  َِ ئرَِا عَطظََ  ـذََ َٗ ّْصَذُْٔ,  ْْصَذَلَ ـبَ َٗ ئرَِا اعِْزَ زُْٔ ـأَجَِجُْٔ,   َِّ َ ـغََ اَللََّّ

بدَ ـبَرْجعَُْٔ  ٍَ ئرَِ  َٗ شِضَ  ـعَُذُْٓ    ٍَ ئرَِا  َٗ–)ٌٌ غْيِ ٍُ آُ  َٗ  ) سَ

“Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallah bersabda: “Hak muslim kepada 

muslim yang lain ada enam.” Beliau shallallahu ‟alaihi wa sallam 

bersabda, “Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya; 

Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya; Apabila engkau 

dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya;  Apabila dia bersin lalu dia 

memuji Allah (mengucapkan ‟alhamdulillah‟), doakanlah dia (dengan 

mengucapkan ‟yarhamukallah‟); Apabila dia sakit jenguklah dia; dan 

Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya (sampai ke 

pemakaman).”(HR. Muslim)
2
 

Pemakaman merupakan bagian yang penting dari proses 

penyelenggaraan jenazah, semua ulama‟ sepakat bahwa pemakaman 

adalah fadhu kifayah yang apabila sudah ada sebagian umat muslim yang 

melaksanakannya maka sebagian lainnya terbebas dari kewajiban itu.
3
 

Setelah semua persiapan di lakukan mulai dari mentalqinkan, 

memandikan, mengkafani dan menshalatkan, maka jenazah akan di 

hantarkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya di dalam kubur. Ini 

merupakan penghormatan dan cara kita memuliakan seorang muslim baik 

ketika hidup maupun setelah meninggal. Di samping itu, jika jenazah tidak 

di kuburkan maka akan berdampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya. 

Tentunya menguburkan jenazah tidak asal dimasukkan dan 

ditimbun tanah begitu saja. Ada aturan-aturan tertentu yang digariskan 

                                                             
2
 Yahya Ibnu Syarfi an-Nawawi, Riyadhusshalihin..,h. 256 

3
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 1, (Kairo: Dar al-Fath, 1999), h. 457. 
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oleh Islam di dalam pelaksanaan penguburan ini. Ada perlakuan yang 

mesti dilakukan, ada doa-doa yang mesti diucapkan.
4
 

Aturan-aturan Islam perihal penguburan ini menunjukkan bahwa 

Islam sangat memuliakan umat manusia. Tidak hanya ketika masa 

hidupnya saja, setelah meninggal pun jenazah mesti diperlakukan dengan 

baik.
5
 Seperti yang terdapat di dalam Alqur‟an Surah al-Isra/17: 70 , Surah 

al-Mursalat77: 25-26 dan Surah Abasa/80: 21 di bawah ini: 

 ًَ ٜٓ ءَادَ ْبَ ثَِْ ٍۡ ىقَذَۡ مَشَّ َٗ ۞.... 
 “Dan sungguh telah Kami muliakan anak keturunan Adam.”  

 

رٗب   ٕ٘ۡۡ ّجَۡعَوِ ٱلۡۡسَۡضَ مِفبَربً أىٌََ ََٰ٘ ٍۡ أَ َٗ   ٕٙأدَۡٞبَءٓٗ 
“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul orang-orang 

hidup dan orang-orang mati”. 

  

برَُٔۥ ـأَقَۡجشََُٓۥ   ٍَ ٌَّ أَ   ٕٔصُ
“Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur”.  

 

Bumi adalah tempat berpijak, berkumpul dan bernaunganya 

manusia yang masih hidup, sedangkan di dalamnya adalah tempat bagi 

mereka yang telah meninggal dunia. Dengan kata lain bahwa keduanya 

mempunyai hak atas ketersediaan lahan yang ada di atas permukaan bumi 

itu sendiri. 

Pada 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 

hampir 262 juta jiwa. Meskipun jumlah populasi besar, tetapi didominasi 

                                                             
4 Yahya Ibnu Syarfi an-Nawawi, Al-adzkar, (Manshourah: Maktab Al-Iman, t.t), h. 165-

166 
5 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 1..., h. 458. 
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oleh usia produktif sehingga angka ketergantungan justru cenderung 

menurun. Angka ketergantungan, yakni jumlah penduduk usia tidak 

produktif terhadap penduduk produktif pada 2016 sebesar 48,4 persen. 

Angka ini jauh lebih rendah dibanding pada 1971 yang mencapai 86,6 

persen.  

Berdasarkan laporan Bappenas dalam Proyeksi Penduduk 

Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 bakal 

mencapai 271 juta jiwa atau bertambah 10 juta dari jumlah penduduk pada 

tahun lalu. Pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan menembus 300 

juta.
6
 Dengan laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang meningkat 

setiap tahunnya. 

Kepadatan penduduk akan berdampak pada peningkatan kebutuhan 

lahan yang menyebabkan semakin sempitnya lahan untuk fasilitas umum, 

salah satunya yaitu lahan pemakaman yang saat ini menjadi permasalahan 

terutama di kota-kota besar. 

Meningkatnya jumlah kematian menyebabkan permasalahan 

penyediaan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal karena 

lahan pemakaman lambat laun akan penuh jika tidak diimbangi dengan 

penyediaannya. 

Seperti kota Jakarta,  kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 

Rp 15.663 jiwa/kilometer (km) persegi. Angka ini meningkat 0,93% dari 

tahun sebelumnya sebesar 15.518 jiwa/km persegi. Kepadatan penduduk 

                                                             
6
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-

indonesia, diakses 5 februari 2019 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia
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Jakarta merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lainnya. Provinsi 

dengan kepadatan tertinggi kedua adalah Jawa Barat, diikuti Banten di 

urutan ketiga. Sedangkan kepadatan penduduk secara nasional hanya 

sekitar 130 jiwa/km persegi.  

Sebagai informasi, luas wilayah Pemerintah Daerah DKI Jakarta 

sekitar 662,3 km persegi, sementara jumlah penduduk pada 2017 

mencapai 10,37 juta jiwa. Adapun laju pertumbuhan penduduk 

(berdasarkan sensus penduduk 2010) DKI Jakarta pada 2017 mencapai 

1,06%.
7
 

Menurut Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono 

Joga, memprediksi, Jakarta terancam krisis lahan makam 1,5 tahun lagi 

atau pada 2019.
8
 

Hal tersebut bukan tanpa alasan. Nirwono mengungkapkan, lebih 

kurang 100 jenazah dimakamkan di Jakarta setiap harinya. Satu petak 

makam membutuhkan lahan seluas 5,5 meter persegi. Rinciannya, 1,5 

meter x 2,5 meter (3,75 meter persegi) untuk petak makam, sisanya untuk 

keperluan sarana prasarana seperti jalan di kiri dan kanannya. Dengan 

pelayanan makam untuk 100  jenazah perharinya dan luas tiap petak 

makam 5,5 meter persegi, maka luas lahan makam yang dibutuhkan dalam 

satu tahun atau 365 hari yakni 200.750 meter persegi atau 20,075 hektar.  

                                                             
7
 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/berapa-kepadatan-penduduk-di-

dki-jakarta, diakses 5 februari 2019 
8
 https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/10/11054081/jakarta-terancam-krisis-

lahan-makam-15-tahun-lagi di akses tanggal 5 februari 2019 

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/10/11054081/jakarta-terancam-krisis-lahan-makam-15-tahun-lagi
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/10/11054081/jakarta-terancam-krisis-lahan-makam-15-tahun-lagi
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“Lahan makam yang dibutuhkan itu bisa mencapai 20 hektar pertahun, 

sementara lahan yang sudah siap pakai itu 31,4 hektar. Berarti, 31,4 hektar 

pertahun di bagi 20 hektar, Cuma 1,5 tahun lagi sudah akan krisis,” ujar 

Nirwono, kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.  

Data terakhir yang dimiliki Nirwono, lahan pemakaman yang 

sudah dibebaskan Dinas Kehutanan DKI Jakarta sebanyak 598,5 hektar. 

Dari luas tersebut, 385,5 hektar sudah dipakai, 31,4 hektar siap pakai, dan 

sisanya belum siap pakai. 

Lahan belum siap pakai adalah lahan yang sudah dibebaskan, 

namun masih perlu pematangan, salah satunya dengan diuruk. Sebab, 

lahan yang dibebaskan untuk lahan makam biasanya berupa rawa-rawa, 

berair, bekas sawah, banyak ditumbuhi tumbuhan liar, dan lainnya.  

Kepala Seksi Pelayanan dan Perpetakan Makam Dinas Kehutanan 

DKI Jakarta Ricky Putra menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta sejak era 

Gubernur DKI Ali Sadikin menargetkan ada 794,83 hektar lahan makam 

di Jakarta hingga 2035. Dari target itu, Dinas Kehutanan DKI sudah 

membebaskan 611,59 hektar lahan hingga akhir 2017. Berarti ada 183,24 

hektar yang belum dibebaskan. 

Sementara itu, lahan yang siap pakai seluas 38,3 hektar dan 

sisanya, 208,16 hektar, belum siap pakai. Dengan data tersebut, Ricky 

mengamini ucapan Nirwono. Dia mengakui, lahan makam seluas 38,3 

hektar bisa habis pada 2019, mengingat kebutuhan sekitar 100 petak 

makam setiap harinya. "Memang kalau ketersediaan seperti itu, bisa 
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bertahan sampai 2019 yang 38,3 hektarnya itu, kalau benar-benar dipakai," 

kata Ricky, Jumat (29/6/2018).  

Ricky mengatakan, lahan yang siap pakai itu rata-rata berada di 

pinggiran Jakarta, seperti di TPU Pondok Ranggon, TPU Tegal Alur, dan 

TPU Kampung Kandang. Namun, kebanyakan warga hanya berminat 

menguburkan kerabat mereka yang meninggal dunia di TPU yang 

lokasinya strategis, seperti di TPU Karet Bivak, TPU Menteng Pulo, TPU 

Pondok Kelapa, dan TPU Utan Kayu. "Di pinggir-pinggir (Jakarta), 

Pondok Ranggon, Tegal Alur, itu masih ada lahan-lahan tersedia untuk 

(jenazah) dikuburkan, tapi kan mereka mikirnya kejauhan," ucap Ricky. 

Belum lagi maraknya praktek jual beli tanah makam dan bisnis 

lahan kuburan mewah yang sangat mahal harganya,  
9
 kemudian muncul 

lagi adanya iuran wajib bagi pemilik kubur yang dinilai tidak tepat 

sehingga memberatkan warga sehingga menambah kompleks 

permasalahan pemakaman yang ada di kota besar itu.
10

 

Disamping itu juga adanya kebiasaan masyarakat Indonesia yang 

menembok kuburan secara berlebihan yang menjadi salah satu faktor 

terjadinya penyempitan lahan makam, padalah sunnahnya adalah cukup 

dengan memberikan tanda diatas kuburan pada bagian kepala dan kaki. 

                                                             
9
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/14/10/06/nd0vz3-menyikapi-fatwa-

mui-tentang-jual-beli-lahan-makam, diakses 9 februari 2019 
10

https://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/29/16424721/Warga.Keluhkan.Patungan

.Uang.untuk.Lahan.Makam.Saat.Ramadhan, diakses 5 februari 2019 

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/14/10/06/nd0vz3-menyikapi-fatwa-mui-tentang-jual-beli-lahan-makam
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/14/10/06/nd0vz3-menyikapi-fatwa-mui-tentang-jual-beli-lahan-makam
https://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/29/16424721/Warga.Keluhkan.Patungan.Uang.untuk.Lahan.Makam.Saat.Ramadhan
https://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/29/16424721/Warga.Keluhkan.Patungan.Uang.untuk.Lahan.Makam.Saat.Ramadhan
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Rasulullah Saw bersabda, diriwayatkan dari Jabir ra : 

أَ  َٗ  ِٔ ْٞ ُْ ٝقُْعَذَ عَيَ أَ َٗ صَ اىْقجَْشُ  ُْ ٝجَُصَّ ٌَ أَ عَيَّ َٗ  ِٔ ِْ جَبثشٍِ قبَهَ ََّٖٚ سَعُ٘هُ اللَِّ صَيَّٚ اللَُّ عَيَْٞ ِْٞٔ. عَ ُْ ٝجَُْْٚ عَيَ

 ]سٗآ ٍغيٌ:[

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw 
melarang memplester kubur, mendudukinya dan mendirikan bangunan 

di atasnya.” [HR. Muslim, no. 94/970]. 

Kota besar lainnya adalah Surakarta, kota Surakarta dengan luas 

wilayah mencapai 44,06 km
2

, memiliki jumlah penduduk sebanyak 

552.650 jiwa, yang juga mempunyai laju pertumbuhan dan perkembangan 

penduduk yang tinggi.
11

 

Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke 

tahun akan diiringi dengan meningkatnya jumlah kematian penduduk Kota 

Surakarta. Jumlah rata-rata penduduk yang meninggal dunia dalam satu 

tahun di beberapa wilayah Kota Surakarta meningkat dalam kurun waktu 5 

tahun, dari 0,83% pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 1,01% pada 

tahun 2015.
12

 Meningkatnya jumlah kematian menyebabkan permasalahan 

penyediaan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal karena 

lahan pemakaman lambat laun akan penuh jika tidak diimbangi dengan 

penyediaannya.  

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 

Kota Surakarta, lahan makam di Surakarta tinggal 25%, dan dengan 

                                                             
11  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Proyeksi Penduduk Kota 

Surakarta Tahun 2005-2030. (Surakarta: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 

2007). 
12

  Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, Statistik Daerah Kota Surakarta 2015. 

(Surakarta: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2015) 
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kondisi ini, Tutik Mulyani, sekretaris DKP Surakarta, khawatir lima tahun 

kedepan lahan makam akan habis. Kasi Pelayanan Pemakaman DKP, 

Sutiyo Joyo Legowo Gunawan, juga menuturkan bahwa lahan makam di 

Kota Surakarta kian kritis.
13

 

Hal yang serupa juga terjadi bukan hanya di kota Jakarta dan 

Surakarta saja, krisis lahan makam juga melanda beberapa kota besar 

lainnya seperti yang terjadi di kota Bogor.
14

  

Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bogor terus menyusut. 

Bahkan kondisinya terancam krisis. Dari 120.463 makam yang disediakan 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hingga 2019, sisanya tinggal 32.529 

petak lagi yang tersebar di delapan TPU. 

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya, ketersediaan 

tanah makam tak sebanding. Ini mengingat jumlah penduduk Kota Bogor 

yang mencapai 735.627 jiwa. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemakaman Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bogor Toto Guntoro 

menyebutkan, Kota Bogor memiliki delapan TPU yang tersebar di enam 

kecamatan, dengan luas total sekitar 610,585 hektare. 

                                                             
13

  Septiyaning, I. 2015. Butuh Rp16 Miliar untuk Beli Lahan. SOLOPOS, 30 Januari 

2016. 
14

 https://indopos.co.id/read/2019/02/08/164773/kota-bogor-krisis-tanah-makam/, di 

akses 08 Agustus 2019 

https://indopos.co.id/read/2019/02/08/164773/kota-bogor-krisis-tanah-makam/
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”Dari 120.463 makam yang disediakan Pemkot Bogor, saat ini masih 

menyisakan 32.529 petak yang tersebar di delapan TPU. Memang 

jumlahnya masih terbatas,” ujar Toto. 

Ia pun merinci dari delapan TPU yang dimiliki Kota Bogor, ada 

tiga TPU yang saat ini sudah hampir penuh, yaitu TPU Dreded seluas 6,4 

hektare di Bogor Selatan yang telah terisi hingga 88,46 persen. Disusul 

TPU Blender seluas 6,6 hektare juga telah terisi 92,6 persen dan TPU 

Cipaku seluas 2,1 hektare telah terisi 97,7 persen. 

“TPU ini menjadi favorit warga karena faktor jarak yang lebih terjangkau. 

Alasan lain ada almarhum keluarganya yang dimakamkan di sana 

sehingga ingin berdekatan. Titik ini yang mengalami krisis,” bebernya. 

Di samping itu, ia pun mengakui pemanfaatan lahan makam saat 

ini belum merata. Sejumlah makam lebih menjadi favorit warga karena 

faktor jarak yang lebih terjangkau. Ia berharap warga berkenan beralih ke 

TPU lain yang masih menyediakan banyak lahan untuk pemakaman jika 

TPU tersebut telah penuh. Misalnya ke TPU Mulyaharja yang baru terisi 

0,15 persen atau TPU Situgede yang persentase terisinya masih 0,3 persen. 

”Bisa juga karena ada almarhum keluarganya yang tadinya dimakamkan di 

sana sehingga ingin berdekatan,” imbuh Toto. 

Sementara TPU Gununggadung tercatat paling luas, yakni 36 

hektare. TPU dengan daya tampung 54.000 makam itu kini telah terisi 

51.872 makam. Sedangkan TPU Situgede seluas 37.654 meter persegi dan 

TPU Blender 66.715 meter persegi. ”Hingga kini, UPTD Pemakaman 

belum mendapatkan lahan baru dari aset,” katanya. 
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Menurut Toto, krisis tanah makam bisa tertutup untuk menga-

komodasi 735.627 jiwa penduduk Bogor bila para pengembang yang 

membangun di Kota Bogor diwajibkan menyisihkan dua persen dari total 

lahan untuk pemakaman. 

“Kalau pengembang menyiapkan fasos dan fasum untuk pemakaman, 

kebutuhan akan lahan pemakanan masih bisa terpenuhi,” pungkasnya. 

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor Dodi Setiawan menga-

ku sangat prihatin dengan ketersediaan lahan pemakaman di Kota Bogor 

yang semakin menyurut. Bahkan hanya menyisakan 25 persen dari luas 

lahan yang ada yakni 610,585 hektare. Padahal kebutuhan masyarakat 

terhadap lahan pemakaman menjadi suatu yang penting dan perlu 

dipikirkan pemerintah sebagai pihak berwenang untuk pengadaan fasilitas 

tersebut. 

Dalam hal ini tentunya pemerintah juga berhak mengatur kebijakan 

yang berkaitan erat dengan pemakaman tersebut. Termasuk memastikan 

setiap mengeluarkan izin pengembangan perumahan wajib menyiapkan 

lahan fasos dan fasum. 

“Jika pengembang perumahan mereka melengkapi lahan fasos dan fasum, 

ketersediaan lahan pemakanan di Kota Bogor bakal aman. Namun jika 

tidak tersedia, bakal berdampak buruk. Ini yang menjadi PR Pemkot Bo-

gor, harus lebih selektif dalam mengeluarkan izin perumahan,” tutupnya. 



13 
 

Hal yang serupa juga terjadi di kota Sukabumi 
15

, Kota Sukabumi, 

Jawa Barat mengalami kekurangan lahan pemakaman. Saat ini lahan 

pemakaman di Sukabumi terus menyempit dan hanya tersisa sekitar 10 

persen saja. 

"Sejauh ini lahan pemakaman makin berkurang terutama yang dikelola 

pemerintah," ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemakaman, Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi Ujang Rustiandi 

kepada Republika.co.id, Rabu (12/9).  

Saat ini ada sepuluh tempat pemakaman umum (TPU) yang 

dikelola oleh Pemkot Sukabumi. Kesepuluh TPU yakni Taman Bahagia di 

Kecamatan Warudoyong, TPU Taman Rohmat Kecamatan Citamiang, 

TPU Kerkop Gedong Panjang, TPU Cikundul, TPU Khusnul Khotimah 

Ciandam, TPU Astana Baros, TPU Tegalpari, TPU Binong, dan 2 TPU di 

Kelurahan Subangjaya Cikole. Dari sepuluh TPU tersebut delapan di 

antaranya untuk warga Muslim dan dua TPU yakni Kerkop dan Cikundul 

untuk non-Muslim. 

Menurut Ujang, lahan pemakaman yang hampir penuh adalah TPU 

untuk warga Muslim. Sementara untuk non-Muslim masih cukup tersedia 

Ujang menyontohkan, di TPU Taman Bahagia lahan pemakaman yang 

sudah terpakai sekitar 99 persen. Bahkan di TPU Binong dan dua TPU di 

Cikole sudah penuh. Sementara yang masih ada lahan cukup berada di 

TPU Rohmat. Bila dirata-ratakan lahan TPU yang dikelola pemkot sudah 

terisi sekitar 90 persen dan hanya tersisa sekitar 10 persen lagi. 

                                                             
15

 https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/09/12/pexu28384-sukabumi-

alami-krisis-lahan-makam, diakses 08 Agustus 2019 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/09/12/pexu28384-sukabumi-alami-krisis-lahan-makam
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/09/12/pexu28384-sukabumi-alami-krisis-lahan-makam
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Ujang menuturkan, penuhnya lahan pemakaman dikarenakan 

luasnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kota Sukabumi. 

Meskipun di sisi lain ada lahan wakaf namun tidak semua orang bisa 

memanfaatkannya. 

Untuk menghadapi krisis lahan makam, Ujang mengatakan, dalam 

jangka pendek ini pemkot mengoptimalkan adanya lahan pemakaman 

umum yang disediakan pengembang perumahan. Contohnya pengembang 

perumahan di Cikundul, Lemburisitu yang menyiapkan lahan sekitar 

setengah hektare. 

Setiap pengembang perumahan lanjut Ujang memang diwajibkan 

menyiapkan lahan seluas 2,5 persen untuk pemakaman. Di mana 

pengembang yang tidak memenuhi ketentuan ini tidak akan mendapatkan 

perizinan dari pemerintah. "Ini hanya solusi jangka pendek, tetap saja 

pemkot harus menyediakan lahan khusus," imbuh Ujang. 

Namun karena keterbatasan anggaran hingga kini perluasan lahan 

pemakaman belum bisa dilakukan. Minimal lahan makam yang 

dibutuhkan sekitar dua hingga tiga hektare. 

Di sisi lain Ujang mengungkapkan, biaya pemakaman dan sewa 

lahan makam di Sukabumi terbilang masih murah dibandingkan daerah 

lain. Di Kota Sukabumi biaya untuk sekali penguburan sebesar Rp 100 

ribu dan sewa ulang Rp 100 ribu untuk tiga tahun. 
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Di daerah lain lanjut Ujang biaya penguburan bisa mencapai jutan 

rupiah. Sementara sewa lahan makam untuk tiga tahun juga cukup besar 

nilainya dengan didukung sarana yang memadai. 

Dari beberapa kondisi diatas, maka dapat di fahami bahwa adanya 

kebutuhan yang sangat besar untuk mengatasi krisis lahan pemakaman di 

kota-kota besar tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan merubah 

tatacara peletakkan jenazah di dalam kubur pada prosesi pemakaman yaitu 

di letakkan secara berdiri, tidak di baringkan seperti biasanya. Sehingga 

bisa menghemat kapasitas pemakaian lahan yang di gunakan. 

Maka adanya wacana untuk memakamkan jenazah di dalam kubur 

dengan posisi berdiri hanya membutuhkan tanah satu petak makam yang 

berbentuk persegi dengan total lahan yang di gunakan 2,5 meter persegi 

dapat menghemat penggunaan lahan pemakaman. Rinciannya, 1,5 meter x 

1,5 meter (2,25 meter persegi) untuk satu petak makam termasuk di 

dalamnya jarak antar makam dan sisanya untuk sarana prasarana seperti 

jalan di sebelahnya. Jika dalam sehari ada 100 jenazah yang 

disemayamkan di Jakarta, maka total lahan yang di gunakan dalam 

setahun atau 365 hari yakni  91.250 meter persegi atau 9,125 hektare, 

Sehingga kapasitas lahan Tempat Pemakaman Umum dapat menampung 

jumlah jenazah yang lebih banyak dan dapat menghemat penggunaan 

lahan makam di bandingkan dengan penguburan secara biasanya yang 

memakai lahan dalam setahun yakni 20,075 hektare. 
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Proses penguburan secara berdiri ini di harapkan juga menjadi 

solusi bagi kota-kota besar lainnya yang mengalami permasalahan krisis 

lahan pemakaman, tidak hanya di kota Jakarta saja.  

Didalam Alqur‟an memang tidak di sebutkan secara langsung 

adanya kewajiban untuk meletakkan jenazah di dalam kubur pada posisi 

miring menghadap kearah kiblat, sehingga para ulama fikih pun berbeda 

pendapat tentang hukumnya, Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, 

sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli, hukum 

menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad adalah sunnah. 

Ini berbeda dengan mazhab Hanbali yang mewajibkannya sebagaimana 

umumnya ulama mazhab Syafi‟i. Semua itu berdasarkan sabda Rasulullah 

SAW: 

ٌْ أدَْٞبَءً   عِ عَٞش ثِ قزبدح أُ اىْجٜ صيٚ اللَّ عيٞٔ ٗعيٌ قبه ـٜ اىجٞذ اىذشاً : )قجِْيزَِنُ

عْْبَدِ  قبَهَ صَذِٞخ الِْْ َٗ اىْذَبمٌِ  َٗ د  ُٗ آُ أثَُ٘ دَا َٗ اربً( . سَ َ٘ ٍْ أَ َٗ  

 

Dari Umair bin qatadah, bahwasahnya nabi Muhammad SAW berkata 

tentang masjidil haram„„(Ka‟bah adalah) kiblat kalian, kalian dalam 

kondisi hidup dan mati,‟ (HR Abu Dawud dan Al-Hakim yang 

mengatakan, “(Hadits ini) shahih sanadnya,‟)
16

 
 

Selain itu, praktik ini juga didasari oleh tradisi penguburan jenazah 

yang sudah berlangsung sejak generasi salaf hingga sekarang. Nabi 

Muhammad SAW sendiri pun dimakamkan dengan cara demikian.
17

 

                                                             
16 Ibnul  Mulaqqin Umar bin Ali Al-Mishri, Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj,  

(Makkah:  Darul Harra,  1985) cetakan pertama, tahqiq: Abdullah bin Sa‟af al-Lihyani,  juz I, h. 

580. 
17

 Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Darul Fikr t.t.), juz II, 

h. 663. 
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Secara teknis Musthafa Al-Khan dkk, di dalam kitabnya Al-Fiqh 

Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i menyatakan bahwa kewajiban 

minimal dalam penguburan adalah dengan mengubur jenazah pada satu 

lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau dan dari dimangsa binatang 

buas, serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat.
18

 

Jika kita melihat kondisi yang terjadi di kota-kota besar yang 

jumlah penduduknya sangat banyak dan padat, serta terbatasnya lahan 

pemakaman yang tidak sebanding dengan angka kematian yang tinggi, 

maka proses penguburan yang biasa di lakukan akan mempercepat 

pengurangan lahan pemakaman yang menyebabkan terjadinya krisis lahan 

makam sehingga akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan 

lingkungan sekitarnya. 

Hal ini pulalah yang mendorong keluarnya fatwa dari kerajaan 

Saudi Arabia terkait kebolehan menumpuk jenazah dalam satu makam di 

sebabkan terbatasnya lahan makam seperti yang terjadi di pemakaman 

Baqi‟ (Madinah) dan pemakaman Mala‟ (Makkah). 

Syariat diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan 

mencegah kemafsadatan. Dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya hal-hal 

yang tidak terduga dan darurat dirasakan oleh manusia. Sehingga untuk 

menghindari hal-hal yang dilarang menjadi suatu yang sangat sulit. Di lain 

sisi, agama diturunkan untuk kemudahan bukan suatu 

kesusahan. Kaedah dharurah tubih al-mahzurat diambil dari kata-

                                                             
18

 Mustafa Al-khan, Dkk., Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i, juz 1 

(Damaskus: Darul Qolam, 1992), h. 256 
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kata pengecualian yang terdapat dalam nash Al-quran surat Al-An‟am/6 

:119 berikut ini: 

بَٗ  ب رُمِشَ  ٍَ ََّ ٍِ ٌۡ ألَََّّ رأَۡمُيُ٘اْ  ٌُ ىنَُ ِ  ٱعۡ ًَ  ٱللَّّ ب دَشَّ ٍَّ وَ ىنٌَُ  قذَۡ ـصََّ َٗ  ِٔ ۡٞ عَيَ

ب  ٍَ ٌۡ ئلََِّّ  نُ ۡٞ ٌۡ عَيَ ٌٍٍۚ  ٱضۡطشُِسۡرُ شِ عِيۡ ۡٞ ٌِٖ ثؽَِ آئِ َ٘ ٕۡ َ َُ ثأِ ضُِيُّ٘ َُّ مَضِٞشٗا ىَّٞ ئِ َٗ   ِٔ ۡٞ ئىَِ

ٌُ ثِ  َ٘ أعَۡيَ َُّ سَثَّلَ ُٕ عۡزذَِٝئِ َُ   ٩َِٔٔ ٱىۡ

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang 

disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah 

telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya 

atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.(Surat Al-An'am : 

119) 

Dan firman Allah dalam surah Al-Baqarah/2 : 173 berikut:  

ب ََ ٌُ  ئَِّّ نُ ۡٞ ًَ عَيَ زخََ دَشَّ ۡٞ ََ ًَ َٗ  ٱىۡ ٌَ  ٱىذَّ ىذَۡ ِٔ  ٱىۡخِْضِٝشِ َٗ ِٕوَّ ثِ
بٓ أُ ٍَ شِ  ۦَٗ ۡٞ ِۖۡ ىؽَِ  ٱللَّّ

 ِِ ََ َُّ  ٱضۡطشَُّ ـَ ٍِٔۚ ئِ ۡٞ ٌَ عَيَ لََّ عَبدٖ ـلَََٓ ئصِۡ َٗ شَ ثبَغٖ  ۡٞ َ ؼَ ٌٌ  ٱللَّّ دِٞ ؼَفُ٘سٞ سَّ

ٔ٧ٖ  
 

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 

daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain 

Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang 

dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak 

ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang” .(Al-Baqarah [2] : 173) 

 

 

Melalui kaedah ini, yang dirumuskan dari Alquran dan sunnah 

bahwa dalam keadaan darurat seseorang dapat mengerjakan hal-hal yang  

dilarang. Namun bukan berarti kaedah ini dapat dipakai seenaknya tanpa 

batasan-batasan yang perlu diperhatikan. 
19

 

Kemudian hadis Rasulullah SAW. riwayat dari Ahmad bin Hanbal 

dari Ibnu Abbas: 

                                                             
19

 Abdul Aziz Azzam, Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai‟idil fiqhiyyah, (Kairo: 

Maktab Jamiatulazhar, 2013), h.123-124 
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سضٜ اللَّ عْٔ : أُ سع٘ه اللَّ صيٚ اللَّ عيٞٔ  أثٜ ععٞذ ععذ ثِ عْبُ اىخذسٛ عِ

 ٗاىذاسقطْٜ اثِ ٍبجخ ، دذٝش دغِ سٗآ ( لَّ ضشس ٗلَّ ضشاس  : ه ٗعيٌ قب
20

 

 

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling 

membahayakan (merugikan)” 

 

Para ulama menganggap hadis di atas sebagai jawami‟ al-kalim, 

kemudian hadis tersebut dijadikan sebagai qaidah fiqhiyyah asasiyyah. Di 

dalam hadis ini pula menjelaskan bahwa perintah untuk menghilangkan 

dharar adalah mutlaq dan harus di laksanakan, baik dharar terhadap diri 

sendiri maupun orang lain, kecuali hudud  dan hukuman-hukuman yang di 

kecualikan dengan nash.
21

 

Dan pada kondisi tertentu seorang Mujtahid dapat berpindah dari 

Qiyas Jaly kepada Qiyas Khafi atau hukum kully kepada hukum istisna‟i 

berdasarkan dalil yang di kenal dengan istilah Istihsan. Yaitu 

berpindahnya seorang mujtahid  karena memperhitungkan sesuatu lebih 

baik, atau adanya sesuatu yang lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang 

lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang 

disuruh untuk itu berdasarkan dalil.
22

 

Sedangkan penguburan secara berdiri dapat menjadi solusi untuk 

menekan lajunya krisis lahan pemakaman itu, disamping itu juga  

pencarian dan pembebasan lahan pemakaman di tempat itu sangat susah 

dan memakan waktu yang lama sedangkan solusi dari penguburan ini 

sangat mendesak dan dibutuhkan oleh orang banyak. 

                                                             
20

 Ahmad bin hambal, al-Musnad, (T.tp.: Muassasah al-Risalah, 1999), h. 438 
21

 Abdul Aziz Azzam, Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai‟idil fiqhiyyah,... h.128 
22

 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh , (Kairo: Darul Qolam, 1947) h. 80 
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 Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan mengangkat 

judul penelitian yaitu: “wacana penguburan secara berdiri perspektif 

hukum Islam”. 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dari latar belakang di atas diantaranya:  

1. Adanya dalil tentang menguburkan jenazah kearah kiblat tetapi tidak 

wajib. 

2. Tanah pemakaman yang mahal sementara tidak semua masyarakat 

mampu membelinya. 

3. Tingginya angka kematian di kota-kota besar yang tidak sebanding 

dengan ketersediaan lahan pemakaman. 

4. Adanya praktek sewa tanah makam yang memberatkan masyarakat. 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah permasalahan 

pemakaman di kota-kota besar dan penguburan secara berdiri dalam 

perspektif hukum Islam. 

D. Rumusan Masalah 

1. Apa yang menjadi sebab adanya wacana penguburan secara berdiri di 

pemakaman kota-kota besar? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penguburan secara berdiri? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diantaranya: 
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1. Untuk mengetahui apa permasalahan-permasalahan pemakaman yang 

terjadi di kota-kota besar. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

penguburan secara berdiri. 

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya: 

1) Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

kajian bagi peneliti lain yang akan membahas tentang penguburan 

dalam pengembangan ilmu hukum Islam khususnya di Pascasarjana 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 

2) Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman 

di masyarakat terhadap penguburan secara berdiri dalam tinjauan 

hukum Islam. 

F. Penelitian yang relevan  

Adapun penelitian yang relevan adalah diantaranya sebagai 

berikut: 

Pertama, tulisan Bambang Sugianto (2015) dalam artikel 

penelitiannya yang berjudul “Tradisi penguburan di daerah aliran sungai 

sembakung, kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara”.
23

 Menjelaskan 

bahwa terdapat dua tata cara penguburan, pertama menggunakan wadah 

kubur yang terbuat dari kayu yang disebut lingun. Kedua, mengganti 

lingun dengan keramik. Persamaan penelitian ini dengan yang akan saya 

                                                             
23

 Sugiyanto Bambang, “Tradisi Penguburan didaerah Aliran Sungai Sembakung, 

Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara”, Naditira Widya Vol. 8 No. 1/2014- Balai Arkeologi 

Banjarmasin: h. 56. 
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buat adalah membahas tentang tata cara penguburan. Sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian Bambang menjelasakan bahwa terdapat 

dua tata cara penguburan pertama menggunakan wadah kubur berupa kayu 

dan yang kedua menggunakan wadah kubur dengan keramik. Adapun 

penelitian yang akan saya buat adalah membahas tentang posisi peletakan 

jenazah didalam kubur secara berdiri. 

Kedua, Tesis yang di tulis oleh Tri Agus Santoso tahun (2012) 

mahasiswa program pascasarjana universitas Muhammadiyah Surakarta 

dengan judul “Proses pengurusan jenazah muslim di Surakarta perspektif 

hukum Islam”.
24

 Yang mengulas tata cara atau tradisi masyarakat 

Surakarta terhadap penyelenggaraan jenazah dimulai dari sebelum 

meninggal sampai dengan proses penguburan. Adapun persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan saya buat adalah mengulas tata 

cara penyelenggaraan jenazah. Sedangkan perbedaanya adalah tesis Tri 

Agus Santoso menjelaskan tentang budaya lokal masyarakat Surakarta 

dalam pengurusan jenazah muslim. Adapun penelitian yang akan saya buat 

adalah membahas tentang posisi peletakan jenazah didalam kubur secara 

berdiri. 

Ketiga, Menurut MUI (Majelis Ulama Indoneisa) tahun 2004 

dalam artikelnya “fatwa tentang pengurusan jenazah (tajhiz al-jana‟iz) 

dalam keadaan darurat” menetapkan bahwa pada dasarnya dalam keadaan 
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normal jenazah wajib dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan, 

menurut tata cara yang telah ditentukan menurut syari‟at Islam. 

Selanjutnya, dalam keadaan darurat di mana pengurusan (penanganan) 

jenazah tidak mungkin memenuhi ketentuan syari‟at seperti di atas, maka 

pengurusan jenazah dilakukan sebagai berikut:
25

 

1. Memandikan dan mengkafani: 

a) Jenazah boleh tidak dimandikan tetapi apabila memungkinkan 

sebaiknya diguyur sebelum penguburan. 

b) Pakaian yang melekat pada mayat atau kantong mayat dapat 

menjadi kafan bagi jenazah yang bersangkutan walaupun terkena 

najis. 

2. Menshalatkan yaitu mayat boleh dishalati sesudah dikuburkan 

walaupun dari jarak jauh (shalat ghaib), dan boleh juga tidak dishalati 

menurut qaul mu‟tamad (pendapat yang kuat). 

3. Menguburkan jenazah 

a) Jenazah korban wajib segera dikuburkan. 

b) Jenazah boleh dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak 

terbatas, baik dalam satu atau beberapa liang kubur, dan tidak harus 

dihadapkan ke arah kiblat. 

                                                             
25

 Mejelis Ulama Indonesia, “Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia” artikel diakses 

pada 26 Februari 2019 dari https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/34.-Pengurusan-Jenasah-

Dalam-Keadaan-Darurat.pdf. 
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c) Penguburan secara massal tersebut boleh dilakukan tanpa 

memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan; juga antara muslim 

dan non-muslim. 

d) Jenazah boleh langsung dikuburkan di tempat jenazah ditemukan. 

Adapun persamaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini dengan 

penelitian yang akan saya buat adalah mengulas tata cara penyelenggaraan 

jenazah. Sedangkan perbedaanya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

menjelaskan tentang tata cara penguburan dalam keadaan darurat. Adapun 

penelitian yang akan saya buat adalah membahas tentang posisi peletakan 

jenazah didalam kubur secara berdiri. 

Keempat, Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama‟ tentang penguburan 

massal jenazah korban bencana alam, bahwa boleh mengubur jenazah 

lebih dari satu dalam satu liang lahat dalam kondisi darurat, baik karena 

jenazahnya banyak atau karena keterbatasan area pemakaman. Namun 

yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh menumpuk jenazah atu dengan 

lainnya sebagaimana tumpukan barang. 

Kelima, Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah terhadap keharaman 

pemakaman mewah yang dapat mengakibatkan penggunaan lahan secara 

berlebihan dan bisa berujung pada pengkultusan individu yang 

menyebabkan musyrik. Itulah salah satu sebab Islam melarang 

pemakaman mewah. 

Dari berbagai macam penelitian diatas, terdapat perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian ini yang membahas tentang penyelenggaraan 
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jenazah, akan tetapi perbedaan yang mendasar adalah tentang tatacara 

penguburan itu sendiri, yang pada penelitian ini adalah tidak di 

baringkannya posisi jenazah di dalam kubur, akan tetapi berdiri tegak 

menghadap kiblat karena kebutuhan lahan makam yang terbatas pada 

kota-kota besar, padahal angka kematian yang sangat tinggi dan bertambah 

setiap harinya. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian library research 

yaitu penelitian yang menggunakan buku dan literatur sebagai objek 

utama. Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap 

penguburan secara berdiri. 

2. Pendekatan penelitian 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai tinjauan hukum islam 

terhadap penguburan secara berdiri. Penelitian ini didesain dalam bentuk 

penelitian kepustakaan (library research). 

3. Sumber Bahan 

Penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan, sumber bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan primer dan sumber 

bahan skunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber 
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data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
26

 

 

1. Sumber bahan primer 

Sumber bahan primer merupakan sumber data utama atau acuan 

utama.  

2. Sumber bahan sekunder 

Sumber bahan sekunder merupakan sumber bahan pelengkap atau 

pendukung dari sumber bahan primer. Sumber bahan sekunder dalam 

penelitian ini meliputi:  

a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian 

b) Penelitian yang relevan dengan judul penelitian 

c) Artikel yang berkaitan dengan judul penelitian 

d) Situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data.
27

 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti adalah teknik kepustakaan. Teknik kepustakan merupakan cara 

mengumpulkan berbagai macam data yang terdapat dalam ruang 
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kepustakaan, seperti membaca buku, menterjemahkan buku, 

mengelompokkan buku sesuai judul, memahami isi kandungan dari buku, 

serta menganalisis isi buku yang relevan dengan penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara mengumpulkan, menyusun, 

mengkasifikasikan data untuk memahami maknanya.
28

 Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. 

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan 

data yang diperoleh. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini 

yang pertama tahap deskripsi, pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa 

yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. Kedua tahap reduksi, 

pada tahap ini peneliti mereduksi apa yang diperoleh pada tahap pertama. 

Ketiga tahap selection, pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang 

telah ditetapkan menjadi rinci. Keempat, setelah peneliti menganalisis 

yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti 

dapat menemukan tema dengan cara mengkostruksikan data yang 

diperoleh menjadi sesuatu bengunan pengetahuan, hipotetesis atau ilmu 

yang baru. Kelima, tahap kesimpulan, pada tahap ini peneliti 

menyimpulkan hasil penelitiannya. 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam pembahasan tesis ini, penulis membaginya menjadi lima 

bab, serta masing-masing bab terdiri dari beberapa pokok bahasan. Bab 
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 Amin Abdullah, Metodelogi Penelitian Agama, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), h. 218 
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Pertama (Pendahuluan), mejelaskaan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun 

praktis, penelitian yang relevan, menjelaskan tentang jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data 

dan sistematika penulisan. Bab Kedua (Tinjauan Pustaka), menjelaskan 

tentang penguburan di dalam Islam, definisi penguburan, dasar hukum 

penguburan, tatacara penguburan, tatacara penguburan menurut empat 

mazhab,bentuk kuburan dalam Islam, istihsan, kaedah fiqhiyyah ad-

dhararu yuzalu, kaedah fiqhiyyah ad-daharurat tubihulmahzhurat, dan 

teori perubahan hukum. Bab Ketiga (Metodelogi Penelitian),menjelaskan 

tentang pemakaman di kota-kota besar,krisis lahan makam di pemukiman 

padat penduduk dan wacana penguburan secara berdiri. Bab Keempat 

(Pembahasan), menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap wacana 

penguburan secara berdiri, latar belakang munculnya wacana secara 

berdiri dan pandangan hukum Islam terhadap penguburan secara berdiri. 

Bab Kelima (Penutup), menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian 

serta saran hasil penelitian 
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BAB II 

PENGUBURAN DI DALAM ISLAM 

 

A. Definisi Penguburan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia „penguburan‟ yaitu 

proses, cara, perbuat'an mengubur (mayat, bangkai, dan sebagainya); 

penanaman mayat: kata “kubur”  berarti lubang dalam tanah tempat 

menyimpan mayat; liang lahat; bisa juga bermakna tempat pemakaman 

jenazah; makam.
29

 

Kata makam berarti kuburan, kata kuburan berasal dari kata dasar 

kubur, berasal dari bahasa Arab, yang berarti memendam, memasukkan, 

melupakan, mengebumikan.”
30

 Kata makam juga berarti tempat, tempat 

tinggal dan kediaman. Kata kubur terambil dari bahasa arab yaitu kata 

kerja (verba) yang berarti menanam atau memendam sesuatu biasanya 

jenazah seseorang atau bangkai hewan di dalam tanah. Dan „mayit‟adalah 

varian kata dari kata „mayat‟ yaitu badan atau tubuh orang yang sudah 

mati; jenazah:
31

 Jenazah berasal dari bahasa arab, yaitu jinaazah jamaknya 

janaaiz yang artinya usungan mayit/mayat.
32
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Penguburan di dalam Islam ialah kewajiban akhir dari proses 

penyelenggaraan jenazah yang di awali dengan memandikan, mengkafani, 

dan menshalatkan.
33

 

B. Dasar Hukum Penguburan 

Mati adalah proses perpindahan dari alam menuju alam yang lain, 

bukan hilang semata-mata, tetapi ia adalah perceraian antara roh dari 

badan. Seperti firman Allah dalam Alquran surat az-Zumar ayat 42 berikut 

ini:  

 ُ ـَّٚ  ٱللَّّ َ٘ َٗ  ٱلَّۡۡفظَُ ٝزََ رِٖبَ  ۡ٘ ٍَ  َِ غِلُ  ٱىَّزِٜدِٞ َۡ ٖبَۖۡ ـَُٞ ٍِ ْبَ ٍَ ذۡ ـِٜ  َُ ٌۡ رَ ىَ

ٖبَ  ٱىَّزِٜ ۡٞ َٰٚ عَيَ دَ قضََ ۡ٘ ََ ٝشُۡعِوُ  ٱىۡ َٗ َٰٓٙ َُّ ـِٜ  ٱلۡۡخُۡشَ ٍۚٚ ئِ ًَّ غَ ٍُّ ٓ أجََوٖ  َٰٚ ئىَِ

 َُ ًٖ ٝزَفَنََّشُٗ ۡ٘ ذٖ ىِّقَ ىلَِ لَََٰۡٓٝ
  ٕٗرََٰ

“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa 

(orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa 

(orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa 

yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang 

berfikir” 

Setiap orang akan merasakan kematian, dan ia tidak akan bisa lari 

darinya. Karena segala sesuatu di dunia ini akan musnah, tidak ada yang 

akan kekal selamanya kecuali Allah swt, di dalam Alquran surat Ali Imran 

ayat 185, Allah berfirman:  

دِ  ّفَۡظٖ رَآئقِخَُ  مُوُّ  ۡ٘ ََ ًَ  ٱىۡ ۡ٘ َٝ ٌۡ َُ أجُُ٘سَمُ ۡ٘ ـَّ َ٘ ب رُ ََ ئَِّّ خِۖۡ َٗ ََ ِ  ٱىۡقََِٰٞ ََ ـَ

 ِِ أدُۡخِوَ  ٱىَّْبسِ صُدۡضِحَ عَ ب  ٱىۡجََّْخَ َٗ ٍَ َٗ  
حُ ـقَذَۡ ـبَصَ  َٰ٘ ٞبَٓ  ٱىۡذََٞ ّۡ عُ  ٱىذُّ زََٰ ٍَ ئلََِّّ 

  ٨٘ٔ ٱىۡؽُشُٗسِ 
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“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada 

hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan 

dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah 

beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang 

memperdayakan” 

Sejarah penguburan manusia pertama kali di lakukan oleh anak 

Nabi Adam as, Qabil. Ketika itu ia dalam keadaan bingung harus berbuat 

apa terhadap saudaranya Habil yang meninggal karenanya, sehingga Allah 

swt mengutus dua ekor burung gagak yang saling membunuh dan satunya 

mati, lalu burung gagak itu mencakar-cakar tanah dan menguburkan 

burung gagak yang mati tersebut. Melihat apa yang dilakukan oleh burung 

gagak itu maka Qabil pun menguburkan saudaranya tersebut. Kisah ini di 

abadikan di dalam Alquran surat al-Maidah ayat 27-31 sebagaimana yang 

tertera di bawah ini: 

 َٗ ٌۡ ّجَأََ  ٱرۡوُ ۞ ِٖ ۡٞ ٜۡ عَيَ ًَ ثِ  ٱثَْۡ ِۡ  ٱىۡذَقِّ ءَادَ ٍِ ب ـزَقُجُِّوَ  ّٗ ثبَ قشُۡثبَ ئرِۡ قشََّ

 َِ ٍِ ٌۡ ٝزُقَجََّوۡ  ىَ َٗ ب  ََ ِٕ ب ٝزَقَجََّوُ قبَهَ لَۡقَۡزيََُّْلَۖۡ قبَ ٱلۡۡٓخَشِ أدََذِ ََ ُ هَ ئَِّّ َِ  ٱللَّّ ٍِ
 َِ زَّقِٞ َُ ِۢ  ٧ٕ ٱىۡ لَ  ىئَِ ۡٞ َٛ ئىَِ بٓ أَّبَ۠ ثجِبَعِظٖ ٝذَِ ٍَ َّٜ ٝذََكَ ىزِقَۡزيَُِْٜ  ثغََطذَ ئىَِ

ٜٓ أخََبؾُ  َ لِۡقَۡزيُلََۖۡ ئِِّّ َِ سَةَّ  ٱللَّّ ٞ َِ يَ ٜٓ  ٨ٕ ٱىۡعََٰ ٜ  ئِِّّ َِ أَ ثاِصِۡ ٓ٘ أسُِٝذُ أَُ رجَُ

 َُ لَ ـزَنَُ٘ َِ ئصِۡ تِ  َٗ ِۡ أصَۡذََٰ ؤُاْ  ٱىَّْبسٍِۚ ٍِ
ٓ ىلَِ جَضََٰ رََٰ َٗ َِ ٞ َِ يِ

عَذۡ  ٩ٕ ٱىظََّٰ َّ٘  ـطََ

ِٔ ـقَزَئََُ  ۥّفَۡغُُٔ  ۥىَُٔ  َِ  ۥقزَۡوَ أخَِٞ ٍِ َِ ـأَصَۡجخََ  غِشِٝ ُ  ـجَعََشَ  ٖٓ ٱىۡخََٰ ؼُشَاثٗب  ٱللَّّ

ٍِٔۚ قبَهَ ََٰٝ  ۥىِٞشَُُِٝٔ  ٱلۡۡسَۡضِ ٝجَۡذَشُ ـِٜ  ءَحَ أخَِٞ ۡ٘ سِٛ عَ ََٰ٘ ؿَ ُٝ ۡٞ ٓ مَ َٰٚ يزََ ۡٝ َ٘
زَا  ضۡوَ ََٰٕ ٍِ  َُ ُۡ أمَُ٘ َِ  ٱىۡؽُشَاةِ أعََجَضۡدُ أَ ٍِ ٜۖۡ ـأَصَۡجخََ  ءَحَ أخَِ ۡ٘ َٛ عَ سِ ََٰٗ ُ ـأَ

 َِ ٞ ٍِ ذِ
  ٖٔ ٱىََّْٰ

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan 

Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan 

korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) 

dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti 

membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima 

(korban) dari orang-orang yang bertakwa"(27). "Sungguh kalau kamu 

menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali 
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tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. 

Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam"(28). 

"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa 

(membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni 

neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang 

zalim"(29).  “Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah 

membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang 

diantara orang-orang yang merugi” (30). “Kemudian Allah menyuruh 

seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan 

kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat 

saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak 

mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan 

mayat saudaraku ini?" Karena itu jadilah dia seorang diantara orang-

orang yang menyesal”(31). 

Setelah Islam datang, maka terdapat ketentuan-ketentuan dan 

syarat-syarat yang harus di lakukan di dalam penyelenggaraan jenazah itu 

yang dimulai dari persiapan menjelang kematian hingga setelah 

penguburan dilakukan. 

Karena dalam syariat Islam, mengubur jenazah merupakan salah 

satu bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Hal 

ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Mursalât/77:25-26 ketika 

memaparkan sejumlah nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya, 

 ٌۡ رٗب   ٕ٘مِفبَربً  ٱلۡۡسَۡضَ ّجَۡعَوِ  أىََ ََٰ٘ ٍۡ أَ َٗ   ٕٙأدَۡٞبَءٓٗ 

"Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang 

hidup dan orang-orang mati."  

Oleh karena itulah, Islam memerintahkan penguburan jenazah. 

Para ulama pun telah sepakat bahwa hukum mengubur jenazah adalah 

fardu kifayah seperti halnya memandikan, mengkafani dan menshalatkan. 

Jika sebagian kaum muslimin telah melakukannya, maka kewajiban itu 

gugur dari kaum muslimin yang lain. 
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Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah ra:  

 ِْ ْٝشَحَ  أثَِٜ عَ ِ  –ٓ :قبَهَ  ٕشَُ صيٚ اللَّ عيٞٔ ٗعيٌ   –قبَهَ سَعُ٘هُ اَللََّّ

ئرَِا  دَعَبكَ  َٗ  , ِٔ ْٞ ٌْ  عَيَ ٌِ عِذٌّ :  ئرَِا  ىقَِٞزَُٔ ـغََيِّ غْيِ َُ ٌِ عَيَٚ  اىَْ غْيِ َُ دَقُّ اىَْ

ذَ  َِ ئرَِا عَطظََ  ـذََ َٗ ّْصَذُْٔ,  ْْصَذَلَ ـبَ َٗ ئرَِا اعِْزَ زُْٔ ـأَجَِجُْٔ,   َِّ َ ـغََ اَللََّّ

بدَ ـبَرْجعَُْٔ  ٍَ ئرَِ  َٗ شِضَ  ـعَُذُْٓ    ٍَ ئرَِا  َٗ–)ٌٌ غْيِ ٍُ آُ  َٗ  ) سَ

“Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallah bersabda: “Hak muslim kepada 

muslim yang lain ada enam.” Beliau shallallahu ‟alaihi wa sallam 

bersabda, “Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya; 

Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya; Apabila engkau 

dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya;  Apabila dia bersin lalu dia 

memuji Allah (mengucapkan ‟alhamdulillah‟), doakanlah dia (dengan 

mengucapkan ‟yarhamukallah‟); Apabila dia sakit jenguklah dia; dan 

Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya (sampai ke 

pemakaman).”(HR. Muslim)
34

 

 

C. Tata cara penguburan  

Secara teknis Musthafa Al-Khan dkk, di dalam kitabnya Al-Fiqh 

Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i menyatakan bahwa kewajiban 

minimal dalam penguburan adalah dengan mengubur jenazah pada satu 

lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau dan dari dimangsa binatang 

buas, serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat. 
35

Adapun rinciannya 

sebagai berikut: 

                                                             
34 Yahya Ibnu Syarfi an-Nawawi, Riyadhusshalihin..,h. 256 
35 Mustafa Al-khan, Dkk., Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i,... h. 256-257 
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1. Membuat galian kubur yang dalam, yaitu seukuran orang yang 

berdiri dan mengangkat kedua tangannya, dan mendalaminya 

sekira tidak tercemar bau dan tercium oleh binatang buas. 

Hal ini di dasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang di 

riwayatkan oleh Abu Daud dan Turmuzi, dari Hisyam bin Amir r.a, 

ia berkata: Rasulullah saw bersabda teruntuk para syuhada‟ perang 

uhud: 

ا  ْ٘ ادَْغُِْ َٗ عِعُ٘اْ  ْٗ اَ َٗ  ادِْفشُِٗا 
“ perdalamlah (kuburnya), luaskanlah dan baguskanlah 

(kuburnya).” 

 

2. Wajib membaringkan jenazah kesebelah kanan dan 

menghadapkannya ke arah kiblat. 

3. Di sunnahkan atasnya membuat liang lahat jika memungkinkan. 

Namun apabila tidak, cukup membuat semacam belahan tanah pada 

tengah-tengah galian seukuran jenazah. 

4. Di sunnahkan memasukkan jenazah dari arah kaki kubur.  

“Diriwayatkan dari Abi Daud, bahwasahnya seorang sahabat 

bernama Abdullah Bin Yazid al-Huthami, memasukkan seorang 

sahabat yang bernama Harits ke kuburnya melalui kaki kubur, lalu 

ia berkata: “ini adalah sunnah”. 

 

5. Di anjurkan bagi karib kerabat terdekat untuk menyambut dan 

meletakkan jenazah ke dalam liang kubur, dan membaca 

“Bismillahi wa a‟la millati Rasulillah”.
36

 Atau “Bismillahi wa a‟la 

sunnati Rasulillah”. 

                                                             
36 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 1..., h. 379 
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6. Di anjurkan membuat tiga gumpalan dari tanah yang di letakkan di 

arah kepala jenazah. Letakkan pertama di iringi dengan membaca 

“ ٌْ ْْٖب خَيقَْْبمُ ٍِ ”, letakkan kedua di iringi dengan membaca “ ْٖٞب ـِ َٗ

 ٌْ ْٞذُمُ ْْٖب “ dan letakkan ketiga di iringi dengan membaca ”ّعُِ ٍِ َٗ

.”ّخُشجنٌ ربَسَحً اخُْشٙ
37

 

7. Di anjurkan mendoakan jenazah setelah proses penguburan selesai 

dan men-talqinkannya dengan membaca “Laa Ilahaillallah/ 

Asyhadu anlaa ilahaillallah” sebanyak tiga kali.
38

 

 

D. Tata cara penguburan menurut empat Mazhab 

Abdurrahman al-Juzairi dalam Kitabnya al-fiqh „ala mazahibil 

arba‟ah menyebutkan tatacara penguburan menurut empat mazhab adalah 

sebagai berikut:
39

 

1. Membuat lubang galian yang dalam, sekiranya tidak tercemar bau dan 

terhindar oleh gangguan binatang buas. Para ulama berbeda pendapat 

tentang ukuran dalamnya galian kubur itu:  

a. Malikiyyah berpendapat bahwa makruh hukumnya mendalaminya 

lagi jika tanpa adanya kebutuhan,  

b. Hanafiyyah mengatakan  bahwa minimal ukuran dalamnya galian 

adalah setengah dari orang yang berdiri, jika lebih dalam lagi maka 

itu lebih baik, 

                                                             
37 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 1..., h. 380 
38 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 1..., h. 380 
39

 Abdurrahman Aljuzairi, Alfiqhu „ala Mazahibil arba‟ah (Beirut: Darulkutub Ilmiyah, 

2004), h. 467. 
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c. Syafi‟iyyah berpendapat bahwa di sunnahkan mendalami lubang 

galian seukuran orang yang berdiri dan mengangkat kedua 

tangannya ke langit, 

d. Sedangkan menurut Hanabilah, di sunnah mendalami lubang galian 

tanpa ada batasan tertentu. Yang terpenting adalah tanah galian itu 

cukup untuk memasukkan jenazah itu ke dalam tanah dan tidak 

boleh di letakkan di atas permukaan tanah. 

2. Membuat liang lahad di dalam kubur jika tanahnya tidak gembur. 

Malikiyyah berpendapat bahwa membuat lahad di tanah yang tidak 

gembur adalah Mustahab bukan Sunnah, sedangkan membuat syaq di 

tanah yang tidak gembur adalah Mubah. Sedangkan menurut 

Syafi‟iyyah bahwa membuat liang lahad pada tanah yang tidak 

gembur adalah lebih afdhal, bukan hanya sekedar mubah.  

3. Meletakkan jenazah ke dalam kubur. 

a) Mazhab  Hanafi, Syâfi'i dan Hambali 

1. Jenazah wajib dihadapkan kearah kiblat, alasannya karena 

disamakan dengan orang yang sedang shalat.  

2. Disunahkan meletakkan kepala jenazah di sebelah utara dengan 

posisi miring kekanan, dan makruh meletakkan kepala jenazah di 

sebelah selatan, dengan posisi miring kekiri. Kewajiban 

menghadapkan jenazah ke arah kiblat  ini berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan dari sayyidina Ali : 
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ِْ ثَِْٚ عَجْذِ  ٍِ بدَ سَجُوٌ  ٍَ ُْْٔ قبَهَ  َٚ اللَُّ عَ ٍّٜ سَضِ ِْ عَيِ َٙ عَ ِٗ  سُ

طَيِّتِ ـقَبَهَ  َُ ٌَ  اىْ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ِٔ اىْقجِْيخََ  صَيَّٚ اللَُّ عَيَ ٍّٜ اعِْزقَْجوِْ ثِ ٝبَ عَيِ

 اعِْزقِْجبَلَّ

“Diriwayatkan dari sayyidina Ali Bin Abi Thâlib, Ia berkata: 

“Seseorang  dari keturunan Abdul Mutollib meninggal dunia, dan 

Nabi perintah terhadap Ali: “Hadapkanlah jenazah tersebut 

kearah kiblat”   

3. Menutup kuburan jenazah dengan semisal papan atau lainnya 

supaya jenazah tidak tersentuh galian tanah yang digunakan 

memenuhi liang kuburan, dan untuk memuliakan jenazah. Tata cara 

ini berdasarkan riwayat bahwa ketika Nabi dikubur dan setelah di 

hadapkan kearah kiblat, lubang tempat jenazah Beliau ditutup 

dengan batu bata. 

b) Mazhab Mâliki 

1. Hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat ketika dikubur 

adalah sunah, berdasarkan firman Allah surat Al Mursalât : 25 : 

ٌْ ّجَْعَوِ الْۡسَْضَ مِفبَربً قبَهَ اللَّ رعََبىَٚ : اربً   أىََ َ٘ ٍْ أَ َٗ  أدَْٞبَءً 

“ Allah berfirman: “Bukankah Kami (Allah) telah menjadikan 

bumi (tempat) berkumpul, bagi orang yang masih hidup dan yang 

sudah mati”. 

 

Dalam ayat tersebut, Allah tidak menyatakan secara jelas 

kewajiban menghadapkan jenazah kearah kiblat. Sehingga Imam 

Mâliki memberikan hukum sunah. 

2. Wajib menutup jenazah dengan semisal papan atau lainnya supaya 

jenazah tidak tersentuh galian tanah yang digunakan untuk 

memenuhi liang kuburan, dan untuk memuliakan jenazah. 
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Bila tidak memungkinkan menguburkannya seperti halnya ia mati 

diatas kapal, dan jauh serta sulit dari tempat untuk mendarat, sedangkan 

baunya sudah mulai tercemar, maka jenazah boleh diikatkan dengan benda 

yang berat kemudian di masukkan ke dalam laut.
40

 

 

E. Bentuk kuburan Islam 

Secara hukum asal, bentuk kuburan ada dua,
 41

 yaitu lahad 

dan syaq. Cara membuat syaq adalah menggali lubang kuburan sedalam 

orang yang berdiri dan mengangkat tangannya (kurang lebih 2,25 m), lalu 

dibuat liang di dasarnya seluas tubuh jenazah. Dalam prosesi penguburan, 

jenazah dibaringkan di liang tersebut di atas sisi kanan tubuhnya dengan 

wajah menghadap ke arah kiblat. Tubuh jenazah itu diberi penahan dan 

tangannya diletakkan di sisi tubuhnya. Lalu permukaan lubang itu ditutup 

dengan batu bata atau batu biasa. Setelah itu lubang kuburan itu ditutup 

dengan tanah. 

Adapun cara membuat lahad adalah dengan menggali lubang 

kuburan sedalam dua pertiga dari tubuh orang yang berdiri, lalu dibuat 

liang seluas ukuran tubuh jenazah yang di salah satu sisi di dasar lubang 

kuburan tersebut. Lalu permukaan liang lahad itu ditutup dengan batu bata 

atau batu biasa. Setelah itu, lubang kuburan ditimbun dengan tanah.
42

 

                                                             
40

 Abdurrahman al-Juzairi, Fkih Empat Mazhab,... h. 304 
41

 Mustafa Al-khan, Dkk., Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i,... h. 256-257 
42 Mustafa Al-khan, Dkk., Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i,... h. 257 
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Didalam Alqur‟an memang tidak di sebutkan secara langsung 

adanya kewajiban untuk meletakkan jenazah di dalam kubur pada posisi 

miring menghadap kearah kiblat, sehingga para ulama fikih pun berbeda 

pendapat tentang hukumnya, Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, 

sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli, hukum 

menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad adalah sunnah. 

Ini berbeda dengan mazhab Hanbali yang mewajibkannya sebagaimana 

umumnya ulama mazhab Syafi‟i. Semua itu berdasarkan sabda Rasulullah 

SAW: 

عِ عَٞش ثِ قزبدح أُ اىْجٜ صيٚ اللَّ عيٞٔ ٗعيٌ قبه ـٜ اىجٞذ اىذشاً : )قجِْيزَِنٌُ أدَْٞبَءً  

عْْبَدِ  قبَهَ صَذِٞخ الِْْ َٗ اىْذَبمٌِ  َٗ د  ُٗ آُ أثَُ٘ دَا َٗ اربً( . سَ َ٘ ٍْ أَ َٗ  

Dari Umair bin qatadah, bahwasahnya nabi Muhammad SAW berkata 

tentang masjidil haram„„(Ka‟bah adalah) kiblat kalian, kalian dalam 

kondisi hidup dan mati,‟ (HR Abu Dawud dan Al-Hakim yang 

mengatakan, “(Hadits ini) shahih sanadnya,‟)
43

 
 

Selain itu, praktik ini juga didasari oleh tradisi penguburan jenazah 

yang sudah berlangsung sejak generasi salaf hingga sekarang. Nabi 

Muhammad SAW sendiri pun dimakamkan dengan cara demikian.
44

 

Secara teknis Musthafa Al-Khan dkk, di dalam kitabnya Al-Fiqh 

Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i menyatakan bahwa kewajiban 

minimal dalam penguburan adalah dengan mengubur jenazah pada satu 

                                                             
43 Ibnul  Mulaqqin Umar bin Ali Al-Mishri, Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj,  

(Makkah:  Darul Harra,  1985) cetakan pertama, tahqiq: Abdullah bin Sa‟af al-Lihyani,  juz I, h. 

580. 
44

 Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh,... h. 663. 
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lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau dan dari dimangsa binatang 

buas, serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat.
45

 

 

F. Istihsan  

1. Definisi Istihsan  

Menurut bahasa istihsan berarti memandang baik sesuatu. Ia juga 

berarti sesuatu yang di gemari dan di senangi manusia, walaupun di 

pandang buruk orang lain.
46

 Kemudian arti lainnya adalah 

memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu yang lebih baik, 

atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik 

untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu.
47

 

Dari beberapa arti di atas tergambar bahwa adanya seseorang yang 

menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang 

mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan 

untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang di anggapnya lebih 

baik untuk diamalkan. Sedangkan menurut Istilah, terdapat berbagai 

makna menurut para ulama: 

a) Menurut Abdul Wahab Khalaf, istihsan ialah berpindahnya seorang 

mujtahid dari tuntutan qiyas jali kepada tuntutan qiyas khafi, atau 

dari hukum kully kepada hukum istisna‟i berdasarkan dalil.
48
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 Mustafa Al-khan, Dkk., Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i,... h. 256 
46

 Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul al-fiqh (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 

230 
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 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) , h. 324 
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 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh ,... h. 80 
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b) Menurut al-Bazdawi, istihsan ialah berpindah dari tuntutan qiyas 

kepada qiyas lain yang lebih kuat atau mentakhsis qiyasdengan 

dalil yang lebih kuat.
49

 

c) Imam Malik mendefinisikan istihsan adalah beramal dengan salah 

satu dari dua dalil yang paling kuat, atau  

d) Mengambil  mas‟alah juz‟iyyah ketika berhadapan dengan dalil 

kully.
50

 

e) Ibnu Subki mengajukan dua rumusan tentang arti istihsan, 

pertama, istihsan berarti beralih dari penggunaan suatu qiyas 

kepada qiyas lain yang lebih kuat daripadanya (qiyas pertama). 

Kedua, istihsan yaitu beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada 

adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.
51

 

Istihsan merupakan dalil yang diperselisihkan di antara para ulama. 

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah, istihsan 

merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara‟. Mereka 

memperkuat penggunaan istihsan dengan dalil-dalil, baik dari Alqur‟an, 

Sunnah maupun hasil penelitian terhadap nash.
52

 Namun mereka berbeda-

beda dalam penempatan istihsan dalam hirarki sumber/ dalil hukum Islam 

dan intensitas penggunaannya.
53

 

                                                             
49

 Abdul Karim Zaidan, Al-wajiz fi Ushul al-Fiqh..., h. 230 
50

 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamy,... h. 327  
51

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., h. 325 
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 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos, 1997), h. 112. 
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 Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 132 
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Ulama yang terkenal banyak menggunakan istihsan diantaranya 

adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
54

 Bahkan Imam Malik pernah 

mengatakan bahwa istihsan adalah sembilan persepuluhnya ilmu.
55

 Namun 

demikan, mereka berbeda dalam membagi istihsan. Ulama Malikiyah 

membagi istihsan menjadi empat,yaitu istihsan dengan „urf, istihsan 

dengan maslahat, istihsan dengan ijma‟ dan istihsan dengan kaidah raf‟ 

al-haraj wa al-masyaqqat
56

. Sedang istihsan dengan qiyas khafy tidak 

dikenal dalam Ushul Fiqh Maliki. Adapun Imam Hanafi membagi istihsan 

kepada istihsan dengan nash, istihsan dengan ijma‟, istihsan dengan 

darurat dan istihsan dengan qiyas khafy, walaupun dalam 

perkembangannya ulama‟ Hanafiyyah juga menggunakan istihsan dengan 

maslahat dan urf.
57

 

Sedangkan Ulama yang menolak istihsan sebagai dalil diantaranya 

yaitu Ulama Syafi‟iyyah, Zahiriyah, Syiah dan Mu‟tazilah.
58

 

2. Macam-macam Istihsan 

Berdasarkan proses perpindahannya, istihsan terbagi dua,
59

 yaitu:  

a) Mendahulukan qiyas khafi dari qiyas jali karena ada alasan yang 

dibenarkan syara‟. Misalnya, jika penjual dan pembeli berselisih 

tentang harga sebelum serah terima barang dilakukan, berdasarkan 

                                                             
54

 Suwarjin, Ushul Fiqh..., h. 132. 
55

 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (tanpa tempat: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 

262. 
56

 Iskandar Usman, Istihsan dan pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1994), h. 26-27 
57 Suwarjin, Ushul Fiqh..., h. 132. 
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59 Suwarjin, Ushul Fiqh..., h. 134. 
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istihsan  mereka berdua dapat di sumpah, padahal  menurut qiyas, 

penjual tidak disumpah akan tetapi menghadirkan barang bukti. 

b) Mengecualikan hukum juz‟i dari hukum kully dengan dalil. Seperti, 

menurut hukum kully jual beli barang yang ma‟dum itu dilarang 

karena mengandung unsur gharar, tetapi berdasarkan istihsan dapat 

dilakukan melalui jual beli akad salam. 

Sedangkan berdasarkan sandarannya, istihsan  dibagi menjadi 

enam,
60

 yaitu: 

1. Istiihsan berdasarkan nash, yaitu adanya ayat atau hadis tentang hukum 

sesuatu yang berbeda dengan ketentuan kaedah umum.  

2. Istihsan bi al-Ijma‟ yaitu meninggalkan qiyas dalam suatu masalah 

berdasarkan ijma‟ yang menetapkan hukum berbeda dengan hukum 

yang ditunjuk qiyas. Seperti sahnya akad istishna‟ berdasarkan ijma; 

ulama‟. Padahal menurut qiyas itu tidak sah, sebab obyek yang di 

akadkan belum ada (ma‟dum) pada saat akad dilangsungkan. 

3. Istihsan berdasarkan qiyas khafi. Misalnya menurut Hanafiyah jika 

penjual dan pembeli berselisih tentang harga barang sebelum serah 

terima di lakukan, menurut qiyas penjual harus mendatangkan bukti dan 

pembeli di sumpah. Namun menurut istihsan keduanya dapat di 

sumpah.
61
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4. Istihsan bi al-Maslaha. Seperti ketentuan umum menetapkan bahwa 

buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil 

komoditi yang diproduksi oleh pabrik itu, kecuali atas kelalaian dan 

kesengajaan mereka, karena status mereka hanya buruh yang menerima 

upah. Akan tetapi demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang 

lain dari sikap tidak bertanggung jawab dan sulitnya mempercayai 

sebagian pekerja pabrik dalam masalah keamanan produksi, maka 

ulama Hanfiyah menggunakan istihsan yang menyatakan bahwa buruh 

harus bertanggung jawab atas kerusakan produksi baik di sengaja atau 

tidak.
62

   

5. Istihsan bi al-A‟adah au al-Urf , yaitu istihsan berdasarkan kebiasaan 

yang berlaku umum. Misalnya sewa pemandian dengan harga tertentu 

tanpa pembatasan air yang digunakan serta lamanya waktu pemakaian. 

Menurut qiyas hal ini tidak di bolehkan, sebab obyek akad ijarah itu 

harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Namun menurut 

istihsan hal itu di perbolehkan lantaran kebiasaan yang berlaku di 

dalam masyarakat tidak menuntut jumlah air yang digunakan dan 

berapa lama waktu yang di habiskan.
63

 

6. Istihsan bi al-Darurah. Yaitu ada keadaan-keadaan darurat yang 

menyebabkan seorang mujtahid tidak memakai kaedah umum atau 

qiyas. Misalnya dalam masalah sumur yang kemasukan najis, menurut 

kaedah umum sumur itu tidak mungkin di sucikan dengan air tersebut 
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dari sumur karena sisa air yang bersumber darinya tetaplah najis. Hanya 

saja berdasarkan istihsan sumur tersebut di humu suci dengan 

mengeluarkan air yang ada dalam jumlah tertentu karena alasan darurat. 

 

G. Kaedah fiqhiyyah Ad-Dhararu Yuzalu (Kemudharatan dihilangkan) 

Dasar Qaidah ini dari Al-Qur‟an adalah sebagai berikut:  

a) Qur‟an surah al-Baqarah ayat 60: 

۞...  َِ فۡغِذِٝ ٍُ اْ ـِٜ ٱلۡۡسَۡضِ  ۡ٘ لََّ رعَۡضَ َٗٙٓ  
“...dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat 

kerusakan.” 

 

a)  Qur‟an surah al-A‟raf ayat 56: 

لََّ رفُۡغِذُٗاْ ـِٜ ٱلۡۡسَۡضِ ثعَۡ  ذِٖبََٗ    ...ذَ ئصِۡيََٰ
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya...” 

  

b) Qur‟an surah al-Qashash ayat 77: 

 

... َِ فۡغِذِٝ َُ َ لََّ ٝذُِتُّ ٱىۡ َُّ ٱللَّّ لََّ رجَۡػِ ٱىۡفغََبدَ ـِٜ ٱلۡۡسَۡضِۖۡ ئِ َٗ٧٧  
“...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” 

 

c) Al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 231: 

لََّ ... َٗ ٌَ ّفَۡغٍَُٔۥۚ  ىلَِ ـقَذَۡ ظَيَ
ِ ٝفَۡعَوۡ رََٰ ٍَ َٗ  

ٍۚ
َِّ ضِشَاسٗا ىِّزعَۡزذَُٗاْ غِنُُٕ٘ َۡ لََّ رُ َٗ

ذِ ٱ اْ ءَاََٰٝ ٓٗ اٍۚ رزََّخِزُ ٗٗ ِ ٕضُُ   ...للَّّ
“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena 

dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat 

demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” 

 

Kemudian hadis Rasulullah SAW. riwayat dari Ahmad bin Hanbal 

dari Ibnu Abbas: 
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لََّ ضِشَاس َٗ لََّ ضَشَاسَ 
64

 

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling 

membahayakan (merugikan)” 

 

Para ulama menganggap hadis di atas sebagai jawami‟ al-kalim, 

kemudian hadis tersebut dijadikan sebagai qaidah fiqhiyyah asasiyyah. Di 

dalam hadis ini pula menjelaskan bahwa perintah untuk menghilangkan 

dharar adalah mutlaq dan harus di laksanakan, baik dharar terhadap diri 

sendiri maupun orang lain, kecuali hudud  dan hukuman-hukuman yang di 

kecualikan dengan nash.
65

 

Mudharat secara etimologi adalah berasal dari kalimat "al-Dharar" 

yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Al-

dharar (اىضشس ) adalah membahayakan orang lain secara mutlak, 

sedangkan al-dhirar (اىضشاس ) adalah membahayakan orang lain dengan 

cara yang tidak disyariatkan. Dalam al-Qur‟an ayat-ayat yang mengandung 

kata yang berakar dari ضشس . Ayat-ayat itu seluruhnya menyuruh 

mengusahakan kebaikan dan melarang tindakan merugikan; keharusan 

mengikuti ajakan perbaikan hubungan (ئصلَح ) suami isteri seperti firman 

Allah di dalam surat al-Baqarah ayat 228 berikut : 

ذُ  طَيَّقََٰ َُ ٱىۡ ءٍٖۚ  َٗ ٓٗ ضخََ قشُُ
َِّ صيَََٰ ِٖ َِ ثأَِّفغُِ ب  ٝزَشََثَّصۡ ٍَ  َِ َۡ َِّ أَُ ٝنَۡزُ لََّ ٝذَِوُّ ىَُٖ َٗ

ُ خَيقََ  َِّ ثِ  ٱللَّّ ٍِ َِّ ٝإُۡ َِّ ئُِ مُ ِٖ ٍِ ٜٓ أسَۡدَب ِ ـِ ًِ َٗ  ٱللَّّ ۡ٘ َِّ  ٱلۡۡٓخِشٍِۚ  ٱىَۡٞ ثعُُ٘ىزَُُٖ َٗ
ُۡ أسََ  ىلَِ ئِ

َِّ ـِٜ رََٰ ِٕ اْ أدََقُّ ثشَِدِّ ٓٗ ضۡوُ  ادُ ٍِ  َِّ ىَُٖ َٗ ذٗبٍۚ 
َِّ  ٱىَّزِٛئصِۡيََٰ ِٖ ۡٞ عَيَ

عۡشُ ثِ  ََ َٗ  ٗؾٍِۚ ٱىۡ  
 
َِّ دَسَجَخٞ ِٖ ۡٞ جَبهِ عَيَ ىيِشِّ َٗ ُ ٌٌ  ٱللَّّ   ٨ٕٕعَضِٝضٌ دَنِٞ

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 

kali quru´. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan 

Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 
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akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti 

itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita 

mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang 

ma´ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan 

daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”(Qs. 

Al-Baqarah: 228) 

 

Larangan merujuki isteri dengan maksud yang tidak baik (ضشاس ) 

seperti firman Allah di dalam surat al-Baqarah ayat 231 berikut:  

ئرَِا َٗ  ٌُ َّقۡزُ َِّ  ٱىِّْغَبءَٓ طيَ دُُٕ٘ ٗۡ عَشِّ عۡشُٗؾٍ أَ ََ َِّ ثِ غِنُُٕ٘ ٍۡ َ َِّ ـأَ َِ أجََيَُٖ ـجَيَؽَۡ

ىلَِ  ِ ٝفَۡعَوۡ رََٰ ٍَ َٗ  
ٍۚ
َِّ ضِشَاسٗا ىِّزعَۡزذَُٗاْ غِنُُٕ٘ َۡ لََّ رُ َٗ عۡشُٗؾٍٖۚ  ََ ٌَ  ثِ ـقَذَۡ ظَيَ

ذِ  ٍۥۚ ّفَۡغَُٔ  اْ ءَاََٰٝ ٓٗ لََّ رزََّخِزُ َٗ ِ َٗ  ٱللَّّ اٍۚ  ٗٗ ذَ  ٱرۡمُشُٗاْ ٕضُُ ََ ِ ّعِۡ بٓ  ٱللَّّ ٍَ َٗ  ٌۡ نُ ۡٞ عَيَ

 َِ ٍِّ نٌُ  ۡٞ تِ أَّضَهَ عَيَ خِ َٗ  ٱىۡنِزََٰ ََ ِٔ  ٱىۡذِنۡ َ  ٱرَّقُ٘اْ َٗ  ٍۦۚ ٝعَِظنٌُُ ثِ اْ َٗ  ٱللَّّ ٓ٘ َُ َُّ  ٱعۡيَ أَ

 َ ٌٞ  ٱللَّّ ءٍ عَيِٞ ٜۡ   ٖٕٔ ثنُِوِّ شَ
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir 

iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma´ruf, atau 

ceraikanlah mereka dengan cara yang ma´ruf (pula). Janganlah kamu 

rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian 

kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh 

ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan 

hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan 

apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah 

(As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang 

diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah 

bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Qs. Al-Baqarah: 

231) 

Larangan membuat keputusan yang merugikan dalam pembagian 

warisan (ٍضبس ؼٞش ) dalam surat an-Nisa ayat 12 berikut: 

 َِّ َُ ىَُٖ ىذٍَٞۚ ـاَُِ مَب َٗ  َِّ ُ ٌۡ ٝنَُِ ىَّٖ ٌۡ ئُِ ىَّ جُنُ ََٰٗ ب رشََكَ أصَۡ ٍَ ٌۡ ّصِۡؿُ  ىنَُ َٗ ۞

 ٌُ ىذَٞ ـيَنَُ ثعُُ َٗ صَِّٞخٖ ُٝ٘صِٞ ٱىشُّ َٗ ِۢ ثعَۡذِ  ٍِ  ٍَِۚ ب رشََمۡ ََّ ٍِ َِّ ىَُٖ َٗ  ٍِٖۚ ۡٝ ٗۡ دَ َِ ثِٖبَٓ أَ
ثعُُ  ىَ  ٱىشُّ َٗ  ٌۡ ٌۡ ٝنَُِ ىَّنُ ٌۡ ئُِ ىَّ ب رشََمۡزُ ََّ َِّ  ذٍٞۚ ٍِ ىذَٞ ـيََُٖ َٗ  ٌۡ َُ ىنَُ ُِ ـاَُِ مَب َُ  ٱىضُّ

َُ سَجُوٞ  ئُِ مَب َٗ   ِٖ ۡٝ ٗۡ دَ َُ ثِٖبَٓ أَ صَِّٞخٖ رُ٘صُ٘ َٗ ِۢ ثعَۡذِ  ٍِّ  ٌٍۚ ب رشََمۡزُ ََّ ٍِ
 ِٗ يخًَ أَ

شَ ُٝ٘سَسُ مَيََٰ ٍۡ ىَُٔ  أحَٞ ٱ ب   ۥَٓٗ ََ ُٖ ْۡ ٍِّ دِذٖ  ََٰٗ ٗۡ أخُۡذٞ ـيَنُِوِّ  ذُطٍُۚ أرٌَ أَ ـاَُِ  ٱىغُّ

اْ أَ  ٓ٘ ٌۡ شُشَمَبءُٓ ـِٜ  مۡضشََ مَبُّ ىلَِ ـَُٖ ِ رََٰ َٰٚ  ٱىضُّيشٍُِۚ ٍِ صَِّٞخٖ ُٝ٘صَ َٗ ِۢ ثعَۡذِ  ٍِ
 َِ ٍِّ صَِّٞخٗ  َٗ ضَبسٍّٖٓۚ  ٍُ شَ  ۡٞ ٍِ ؼَ ۡٝ ٗۡ دَ ِ  ثِٖبَٓ أَ ُ َٗ  ٱللَّّ ٌٌ دَيِٞ ٱللَّّ   ٌٕٔٞ عَيِٞ
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“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu 

mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 

seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta 

yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 

mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta 

yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) 

sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki 

maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu 

saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika 

saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu 

dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya 

atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada 

ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari´at yang 

benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Penyantun”. (QS. al-Nisa ayat 12). 

Larangan saling merugikan antar anggota rumah tangga suami, 

isteri dan anak (لَّرضبس ) dalam surat al-Baqarah ayat 233 berikut:  

 َٗ دُ ۞ ىذََِٰ ََٰ٘ ٌَّ  ٱىۡ ِۡ أسََادَ أَُ ٝزُِ ََ ِِۖۡ ىِ ۡٞ يَ ٍِ ِِ مَب ۡٞ ىَ ۡ٘ َِّ دَ ذَُٕ
ىََٰ ۡٗ َِ أَ ٝشُۡضِعۡ

ضَبعَخٍَۚ  عَيَٚ  ٱىشَّ ىُ٘دِ َٗ ۡ٘ ََ رُ  ۥىَُٔ  ٱىۡ َ٘ مِغۡ َٗ  َِّ َِّ ثِ سِصۡقُُٖ عۡشُٗؾٍِۚ ُٖ ََ لََّ رنَُيَّؿُ  ٱىۡ

ىذَِٕبَ  َ٘  ثِ
ىذَِحُۢ ََٰٗ عۡعَٖبٍَۚ لََّ رضَُبسَّٓ  ُٗ لََّ ّفَۡظٌ ئلََِّّ  َٗ  ُ ىُ٘دٞ ىَّٔ ۡ٘ ىذَِِٓ  ۥٍَ َ٘ عَيَٚ  ٍۦۚ ثِ َٗ

اسِسِ  َ٘ سٖ ـلَََ  ٱىۡ ُٗ رشََب َٗ ب  ََ ُٖ ْۡ ٍِّ ُۡ أسََادَا ـصَِبلًَّ عَِ رشََاضٖ  ِ ىلَِ  ـاَ
ضۡوُ رََٰ ٍِ
ب   ََ ِٖ ۡٞ ٌۡ ئرَِا جُْبَحَ عَيَ نُ ۡٞ ٌۡ ـلَََ جُْبَحَ عَيَ ذَمُ ىََٰ ۡٗ اْ أَ ٓ٘ ٌۡ أَُ رغَۡزشَۡضِعُ ُۡ أسََدرُّ ئِ َٗ

 ٍَّ زٌُ  َۡ زٌُ ثِ  بٓ عَيَّ ۡٞ عۡشُٗؾِ  ءَارَ ََ َ  ٱرَّقُ٘اْ َٗ  ٱىۡ اْ َٗ  ٱللَّّ ٓ٘ َُ َُّ  ٱعۡيَ َ أَ َُ  ٱللَّّ يُ٘ ََ ب رعَۡ ََ ثِ

  ٖٖٕثصَِٞشٞ 
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. 

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah ayat 233) 
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Dan larangan menyusahkan isteri ( رضبسِٕٗٗلَّ  ) dalam surat al-

An‟am ayat 6 berikut: 

 ٌۡ ٌۡ ـِٜ  أىََ ُٖ
ََّْٰ نَّ ٍَّ  ُٖ ِ قشَۡ ٍِّ  ٌِٖ ِ قجَۡيِ ٍِ ينَْۡبَ  ٕۡ ٌۡ أَ اْ مَ ۡٗ ٌۡ  ٱلۡۡسَۡضِ ٝشََ ب ىَ ٍَ

أسَۡعَيْۡبَ  َٗ  ٌۡ نِِّ ىَّنُ ََ بءَٓ ُّ ََ جَعَيْۡبَ  ٱىغَّ َٗ ذۡسَاسٗا  ٍِّ  ٌِٖ ۡٞ شَ عَيَ ََٰٖ ّۡ ِ  ٱلَۡۡ ٍِ رجَۡشِٛ 

 ٌۡ ِٖ ٍِ  رذَۡزِ أَّشَأّۡبَ  َٗ  ٌۡ ِٖ ٌُٖ ثزُُِّ٘ثِ
ينَََْٰۡ ٕۡ َ َِ  ِۢ ـأَ ٌۡ قشَّۡبً ءَاخَشِٝ ِٕ   ٙثعَۡذِ

“Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah 

Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah Kami 

teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum 

pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat 

atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, 

kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami 

ciptakan sesudah mereka generasi yang lain”. (QS. al-An‟am ayat 6)
66

 

 
Sedangkan Dharar secara terminologi ada beberapa pengertian 

diantaranya adalah Abu Bakar al-Jashas, mengatakan makna Dharar 

adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau 

sebagian anggota badannya. Menurut al-Dardiri, Dharar ialah menjaga 

diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.
67

 

Menurut sebagian ulama dari Mazhab Maliki, Dharar ialah 

mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya 

sekedar dugaan. Menurut al-Suyuti, Dharar adalah posisi seseorang pada 

sebuah batas, kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia 

akan binasa atau nyaris binasa.
68

 

Sedangkan al-Nadwi mengutip pendapat al-Khusni mengatakan 

bahwa dhirar adalah sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri 
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tetapi merugikan orang lain, sedangkan dharar adalah perbuatan yang 

merugikan orang lain tetapi tidak menguntungkan diri sendiri.
69

 

Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa, dharar itu adalah 

lawan dari sesuatu yang bermanfaat, maka segala sesuatu yang tidak 

mengandung kemanfaatan adalah dharar. 
70

 

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat diambil simpulan, 

bahwa Dharar adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi 

manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, 

jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.
71

 

Kaedah Ad-Dhararu Yuzalu secara umum maknanya adalah 

kewajiban seorang mukallaf untuk menghilangkan dharar di dalam 

kehidupannya, karena dharar  itu adalah sebuah ke zhaliman yang wajib di 

hilangkan karena bertentangan dengan syariat.
72

 

Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena dharar 

adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan yang selain 

yang demikian itu pada lima hal berikut ini:
73

 

a) Dharar, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan 

menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu 

menempati puncak kepentingan manusia, apabila tidak 

dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini 

memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, seperti 
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memakai pakaian sutra bagi laki-laki yang telanjang, dan 

sebagainya. 

b)  Hajat, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak 

dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. 

Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya 

seorang laki-laki yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan 

berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram. 

c) Manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan 

yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena 

sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan 

makanan pokok seperti beras, ikan, sayur-mayur, lauk-pauk, dan 

sebagainya. 

d) Zienah, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai 

estetika. 

e) Fudhul, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar utuk berlebih-

lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau 

keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum sadd al-

dzariah, yakni menutup jalan atau segala kemungkinan yang 

mendatangkan mafsadah. 

Contoh qaidah di atas adalah kebolehan memakan bangkai bagi 

seseorang hanya sekadar dalam ukuran untuk mempertahankan hidup, 

tidak boleh melebihi. 
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Qaidah fiqh tersebut di atas mencakup banyak masalah fiqh dan 

dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum, baik bidang 

ibadah, muamalat, munakahat, maupun jinayat. Dalam masalah hukum 

muamalat, qaidah fiqhiyyah itu dapat dijadikan dalil untuk 

mengembalikan barang yang dibeli karena ada cacat dan memberlakukan 

khiyar dengan berbagai macamnya dalam suatu transaksi jual beli karena 

terdapat beberapa sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati. 

Begitu pula dapat dijadikan sebagai dalil untuk melarang mahjur alaih 

membelanjakan harta kekayaannya, membatasi melakukan tindakan 

hukum bagi muflis (orang yang jatuh pailit), safih (orang dungu) untuk 

melakukan transaksi dan hak syuf‟ah. Pertimbangan utama diberlakukan 

ketentuan-ketentuan itu untuk menghindarkan semaksimal mungkin 

kemudharatan yang merugikan pihak-pihak yang terkait dengan transaksi 

tersebut.
74

 

Selain itu, qaidah fiqhiyyah itu menjadi dalil pula dalam 

menetapkan hukum masalah jinayah. Misalnya, Islam menetapkan adanya 

hukum qishash, hudud, kaffarat, mengganti rugi kerusakan, mengangkat 

para penguasa untuk membasmi pemberontak dan memberikan sanksi 

hukum terhadap pelaku kriminal.
75

 

Disamping itu, qaidah fiqh tersebut meliputi persoalan hukum 

munakahah. Diantaranya, Islam membolehkan perceraian dalam situasi 

dan kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak berjalan mulus dan serasi, 
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agar suami-istri tidak selalu berada dalam tekanan batin, penderitaan dan 

tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga bahagia.
76

 

Ada perbedaan antara masyaqqat (kesulitan) dengan dharurat. 

Masyaqqat adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan 

(hajat) tentang sesuatu, apabila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan 

eksistensi manusia. Sedangkan, dharurat adalah kesulitan yang sangat 

menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka 

akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. 

Dengan adanya masyaqqat akan mendatangkan kemudahan atau 

keringanan. Sedangkan dengan adanya dharurat akan adanya penghapusan 

hukum.
77

 

Yang jelas, dengan keringanan masyaqqat dan penghapusan 

hukum karena mudharat akan mendatangkan kemaslahatan bagi 

kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai 

perbedaan. 

Hajat sering diartikan dengan terjadinya suatu kesulitan jika tidak 

terpenuhinya sesuatu,
78

 adapun yang disebut denga keadaan yang dlorury 

adalah keadaan dimana ketika tidak dipenuhinya sesuatu maka akan bisa 

terjadi kebinasaan atau kematian atas sesuatu lainnya.
79

 

Dengan melihat satu penjelasan diatas, kita bisa melihat perbedaan 

yang paling mendasar dalam membedakan antar keadaan yang dalam 
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tahapan hajat semata, atau keadaan yang sudah pada tahap dlarurat. 

Adapun perbedaan yang paling mendasar adalah efek yang timbul dari 

tidak terpenuhinya sesuatu. 

Jika efek yang timbul dari tidak terpenuhinya sesuatu tersebut 

hanyalah kesulitan semata, maka keadaan yang demikian baru menempati 

tahapan hajat semata. Akan tetapi ketika tidak terpenuhuinya sesuatu itu 

bisa memjadikan binasa atau bahkan kematian, maka keadaan tersebut 

sudah mencapai pada keadaan yang dharurat yang kemudian boleh 

berlaku hukum yang agak longgar. 

Menurut wahbah Zuhaily,
 80

  perbedaan antara hajat dan mudharat 

selain yang tersebut diatas adalah: 

a) Dharurat lebih berat keadaanya, sedang hajat hanya sekedar 

kebutuhan. 

b) Hukum dharurat dalam mengecualikan terhadap hukum yang 

sudah ditetapkan walaupun terbatas waktu dan kadarnya, misalnya 

wajib menjadi mubah, haram menjadi mubah. Sedangkan hukum 

hajat tidak dapat mengubah hukum nash yang jelas. 

Dengan demikian, tidak semua keadaan yang menjadikan sempit 

itu bisa berlaku hukum yang agak longgar. Hal ini tergantung kepada 

akibat yang timbul dari tidak terpenuhinya suatu kesulitan tersebut. Oleh 

karena itu, pada dasarnya meskipun antara hajat dan dharurat adalah hal 

yang bebeda akan tetapi keduanya tetap bisa mendapatkan keringanan baik 
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hajat tersebut berlaku umum atau berlaku khusus tertentu bagi seseorang 

saja. Berkaitan dengan hajat, baik hajat al-ammah maupun al-khashshah. 

Hajat al-ammah artinya adalah ketika semua orang membutuhkan hal 

tersebut dan hal tersebut terkait dengan pokok kemaslahatan umat, seperti 

hajat kepada hal-hal perdagangan, politik, keadilan, dan lain-lain. 

Sedangkan yang disebut dengan hajat al khashshah adalah ketika yang 

membutuhkan adalah hanya seseorang atau sekelompok orang saja seperti 

sekelompok penduduk disuatu desa.
81

 Sehingga dapat dikatakan bahwa 

keringanan tersebut diperbolehkan karena kebutuhan sebagaimana 

keringanan tersebut diperbolehkan atas keadaan yang dharurat. Karena 

meskipun berbeda tapi keadaan hajat dan dharurat hampir sama dalam hal 

adanya kesulitan.
82

 

Meskipun demikian, jumhur ulama sepakat bahwa ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi oleh suatu hajat untuk bisa mendapatkan 

keringanan dan berlaku hukum longgar. Namun keringanan tersebut 

berbeda dengan keringanan yang didapatakan oleh keadaan dharurat yakni 

bisa mengecualikan hukum yang sudah ditetapkan.
83

 Adapun syarat-syarat 

tersebut adalah: . 

a) Ia membutuhkan atas ketidakberlakuan hukum pokok karena 

adanya kesulitan (haraj atau masyaqat) yang tidak bisa terjadi. 

Hajat tersebut membutuhkan adanya pemberlakuan atau penerapan 
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hukum yang agak longgar dikarenakan kesulitan untuk 

melaksanakan sesuai dengan hukum ketika dalam keadaan biasa. 

b) Sesutu yang dihajati itu patut menggunakan hukum istitsna‟ 

(pengecualian) bagi individu menurut kebiasaan. Sesuatu yang 

dianggap sebagai hajat adalah sesuatu yang secara hukum 

kebiasaan patut untuk menggunakan hukum istitsna‟ 

(pengecualian) artinya hajat tersebut patut dikecualikan dari 

pemberlakuan hukum dalam keadaan biasa karena ia dalam 

keadaan sulit yang secara syara‟ dibenarkan. 

c) Hajat yang dihadapi merupakan hajat yang jelas untuk satu tujuan 

bagi hukum syara‟. 

Syarat selanjutnya adalah hajat tersebut mempunyai tujuan 

yang baik, tidak berupa hajat bermaksiyat dan bukan pula hajat 

yang bertentangan dengan syari‟at 

d) Kedudukan hajat sama dengan dlarurat dalam aspek penggunaan 

kadar yang dibutuhkan dengan telah lepasnya keadaan yang 

mendesak, dalam artian hajat maka keringanan pun sudah tidak 

berlaku lagi sebagaimana ketika keadaan dlarurat tersebut sudah 

tidak lagi mengancam jiwa manusia. 

Dengan ditetapkannya syarat-syarat yang telah tersebut diatas, hal 

itu artinya bahwa hajat yang bisa mendapatkan keringanan adalah hajat 

yang memenuhi syarat-syarat diatas, dan keringanan itu tidak berlaku bagi 

hajat yang tidak memenuhi syarat-syarat diatas. 
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Dengan demikian, dalam penerapan qaidah al-Haajatu tanzulu 

manzila al-dharurat khoshotan kaana am „aamatan yang merupakan 

turunan dari qaidah al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taysiir tidak semua hajat 

bisa mendapatkan keringanan, hanya hajat yang memenuhi syarat-syarat 

tersebut diatas yang bisa mendapatkan keringanan. Misalnya: Ketika suatu 

transaksi jaul beli diharuskan dipenuhi syarat dan rukunnya, baik 

mengenai penjual, pembeli, barang yang dibeli, dan juga akadnya, namun 

untuk mempermudah transaksi tersebut maka diperbolehkan akad salam 

(pesanan) meskipun pada dasarnya akad salam (pesan) adalah salah satu 

penyimpangan terhadap jual beli dan tidak mengikuti hukum pokok.
84

 

Akan tetapi karena hajat dan selama hal tersebut tidak membawa kerugian 

bagi kedua belah pihak maka hal itu dibolehkan. Pemerintah menjalankan 

perencanaan pelebaran jalan besar untuk mengurangi kemacetan dan 

kecelakaan lalu lintas harus membongkar beberapa rumah penduduk dan 

merusak tanaman rakyat. Tindakan pemerintah ini dibolehkan oleh syariat 

demi untuk kepentingan umum. Seseorang perempuan membutuhkan satu-

satunya dokter laki-laki yang ahli mengobati penyakit yang terletak pada 

bagian tubuhnya yang dilarang untuk dilihat, maka perbuatan itu 

dibolehkan. 

Berdasarkan dari apa yang terangkan diatas dapat di fahami bahwa 

dharar itu tidak terbatas kepada makna yang di sebutkan di dalam 

Alqur‟an saja, akan tetapi cakupannya lebih luas dalam dari berbagai 
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macam persoalan yang besar maupun yang kecil di dalam kehidupan 

manusia yang mengarah kepada dharar itu sendiri.
85

 

H. Kaedah fiqhiyyah  Ad-Dharurat Tubihu al-Mahzhurat (darurat itu 

membolehkan larangan) 

Dharurat artinya adalah kebutuhan yang sangat mendesak/genting, 

sedangkan al-Mahzhurat yaitu sesuatu yang haram dan tidak boleh di 

kerjakan.
86

 

Darurat juga bermakna suatu  keadaan yang menyelimuti manusia 

dalam situasi dan kondisi yang tidak baik yang mana mendorongnya 

malakukan hal yang diharamkan dan dilarang dalam Syara‟ guna 

memelihara jiwanya dari kebinasaan atau memelihara agar jangan musnah 

atau untuk menghindari hal yang menyakitkan baik itu secara yakin atau 

diduga demikian.
87

 

Keadaan darurat adalah suatu keadaan dimana nyawanya, 

agamanya, atau hartanya bisa terancam. Apabila seseorang mengalami 

keadaan seperti ini maka diperbolehkan baginya untuk mengambil 

keharaman tersebut sekadar kebutuhannya (sebagaimana kaidah 

berikutnya). Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah/2 : 173 berikut:  
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ب ََ ٌُ  ئَِّّ نُ ۡٞ ًَ عَيَ زخََ دَشَّ ۡٞ ََ ًَ َٗ  ٱىۡ ٌَ  ٱىذَّ ىذَۡ ِٔ  ٱىۡخِْضِٝشِ َٗ ِٕوَّ ثِ
بٓ أُ ٍَ شِ  ۦَٗ ۡٞ ِۖۡ ىؽَِ  ٱللَّّ

 ِِ ََ َُّ  ٱضۡطشَُّ ـَ ٍِٔۚ ئِ ۡٞ ٌَ عَيَ لََّ عَبدٖ ـلَََٓ ئصِۡ َٗ شَ ثبَغٖ  ۡٞ َ ؼَ ٌٌ  ٱللَّّ دِٞ ؼَفُ٘سٞ سَّ

ٔ٧ٖ  

 “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 

daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain 

Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang 

dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak 

ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” (QS Al-Baqarah : 173) 

Allah juga berfirman dalam surah Al-maidah/5: 3 berikut ini:  

.... ِِ ََ َُّ  ٱضۡطشَُّ ـَ ِ ٌٖ ـاَ صۡ ِ زجََبّؿِٖ لِّْ ٍُ شَ  ۡٞ صَخٍ ؼَ ََ خۡ ٍَ َ ـِٜ  ؼَفُ٘سٞ  ٱللَّّ

 ٌٞ دِٞ   ٖسَّ

 “Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat 

dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS 

Al-Maidah : 3) 

Sebagai contoh, seseorang yang tersesat di tengah hutan tanpa 

bekal makanan atau kehabisan bekal makanan. Agar dia tetap bertahan 

hidup, dia harus tetap makan makanan, namun yang dijumpai hanya babi 

dan tidak menjumpai makanan halal lainnya.  

Maka pada saat itu diperbolehkan baginya makan daging babi 

tersebut sekadar kebutuhannya.
 88

 

I. Teori Perubahan Hukum 

Teori adaptabilitas (penyesuaian), menjelaskan bahwa hukum 

Islam bisa disesuaikan dengan perubahan sosial dan membutuhkan ijtihad-
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ijtihad baru yang disesuaikan dengan realitas sosial dan bisa merespon 

perubahan sosial. Perlu di ketahui bahwa adaptabilitas bisa mengacu 

kepada dua frame, yaitu kemungkinan perluasan hukum yang sudah ada 

dan keterbukaan satu kumpulan hukum bagi perubahan.
89

  

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti yang dikutip oleh 

Zulham Wahyudani, bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan 

fatwa, sedangkan perubahan fatwa terjadi karena adanya perubahan aspek-

aspek yang mengitari hukum itu.
90

 

Dalam Kitabnya I‟lam al-Muwaqqi‟in, al-Jauziyah mengatakan : 

ائذ َٗ الَۡ َٗ َٗ الۡدَْ٘اهْ ٗ اىِْٞبدِ  نِْخَِ   ٍْ َٗ الَۡ ْخَِ  ٍِ َٗ اخزلَِـَِٖبَ  ثغَِجتَِ  الَّصَْ ىٚ  َ٘  رؽَُُّٞشِ  اىفزَْ

“Perubahan fatwa dan perbedaan hukum tentangnya disebabkan oleh 

faktor zaman, tempat, situasi, niat dan faktor adat”. 

Maksudnya adalah bahwa kondisi atau keadaan suatu masyarakat 

akan mempengaruhi hukum yang dikeluarkan seorang Mufti. Namun hal 

ini tidak berarti bahwa hukum akan berubah begitu saja tanpa 

memperhatikan norma yang terdapat di dalam sumber utama hukum Islam 

yaitu Alqur‟an dan Hadis. 

Pada prinsipnya, pandangan al-Jauziyah ini mengacu kepada 

hakikat syariat islam yang senantiasa berorientasi kepada kemaslahatan 
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manusia. Syariat di hadirkan melalui Rasulullah bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dab kebajikan. Oleh karena 

itu setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan 

dipandang bertentangan dengan syariat islam. 

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan. Kemaslahatan sebagai 

substansi syariat mengalami perbedaan seiring dengan perbedaan zaman, 

tempat, situasi, niat dan adat. Artinya bahwa perbedaan zaman, tempat, 

situasi, niat dan adat menjadi legitimasi dan alasan bagi terjadinya 

perubahan hukum. Pandangan al-Jauziyah menunjukkan bahwa syariat 

Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan 

perkembangan. Dengan kata lain bahwa al-Jauziyah berpendapat 

sesungguhnya hukum Islam dapat di tafsirkan dan di terjemahkan sesuai 

konteks sosial umat. 

Hukum islam bisa disesuaikan dengan perubahan sosial dan 

membutuhkan ijtihad-ijtihad baru yang sesuai dengan realitas sosial dan 

bisa merespon perubahan sosial. Maka para Mujtahid pun bisa merubah 

hukum karena pertimbangan tempat dan waktu. Seperti apa yang 

dilakukan oleh Imam Syafi‟i yang mempunyai qaul jadid (pendapat baru) 

ketika ia berada di Mesir dan qaul qadim (pendapat lama) ketika ia berada 

di Baghdad. Puluhan bahkan ribuan pendapat Imam Syafi‟i diubah dan 

diganti dengan pendapat baru sesuai dengan lingkungan sosial baruya itu. 
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Dalam hal ini, fikih di tuntut untuk mampu merespon berbagai 

perubahan sosial yang  tidak bisa mengabaikan fakta-fakta empiris-historis 

yang senantiasa berubah di masyarakat. Karena fikih yang mengabaikan 

realitas adalah fikih yang”kering” dan juga fikih yang tidak memiliki akar 

di dalam masyarakat. 

Menurut Atho‟ Mudzhar, sebagaimana dikutip oleh Jazuli 

Amrullah, hukum Islam (fikih) dituntut mampu beradaptasi dengan sistem 

hukum yang berlaku dimanapun. Oleh karenya fikih harus 

ditransformasikan menjadi nilai-nilai sosial dan diterima di tengah 

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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BAB III 

PEMAKAMAN  DI KOTA-KOTA BESAR 
 

A. Krisis lahan pemakaman padat penduduk 

Pada 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 

hampir 262 juta jiwa. Meskipun jumlah populasi besar, tetapi didominasi 

oleh usia produktif sehingga angka ketergantungan justru cenderung 

menurun. Angka ketergantungan, yakni jumlah penduduk usia tidak 

produktif terhadap penduduk produktif pada 2016 sebesar 48,4 persen. 

Angka ini jauh lebih rendah dibanding pada 1971 yang mencapai 86,6 

persen.  

Berdasarkan laporan Bappenas dalam Proyeksi Penduduk 

Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 bakal 

mencapai 271 juta jiwa atau bertambah 10 juta dari jumlah penduduk pada 

tahun lalu. Pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan menembus 300 

juta.
91

 Dengan laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang meningkat 

setiap tahunnya. 

Kepadatan penduduk akan berdampak pada peningkatan kebutuhan 

lahan yang menyebabkan semakin sempitnya lahan untuk fasilitas umum, 

salah satunya yaitu lahan pemakaman yang saat ini menjadi permasalahan 

terutama di kota-kota besar. 
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indonesia, diakses 5 februari 2019 
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Meningkatnya jumlah kematian menyebabkan permasalahan 

penyediaan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal karena 

lahan pemakaman lambat laun akan penuh jika tidak diimbangi dengan 

penyediaannya seperti yang terjadi di beberapa kota –kota besar berikut 

ini:  

1) Jakarta  

Seperti kota Jakarta,  kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 

Rp 15.663 jiwa/kilometer (km) persegi. Angka ini meningkat 0,93% dari 

tahun sebelumnya sebesar 15.518 jiwa/km persegi. Kepadatan penduduk 

Jakarta merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lainnya. Provinsi 

dengan kepadatan tertinggi kedua adalah Jawa Barat, diikuti Banten di 

urutan ketiga. Sedangkan kepadatan penduduk secara nasional hanya 

sekitar 130 jiwa/km persegi.  

Sebagai informasi, luas wilayah Pemerintah Daerah DKI Jakarta 

sekitar 662,3 km persegi, sementara jumlah penduduk pada 2017 

mencapai 10,37 juta jiwa. Adapun laju pertumbuhan penduduk 

(berdasarkan sensus penduduk 2010) DKI Jakarta pada 2017 mencapai 

1,06%.
92

 

Menurut Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono 

Joga, memprediksi, Jakarta terancam krisis lahan makam 1,5 tahun lagi 

atau pada 2019.
93
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Hal tersebut bukan tanpa alasan. Nirwono mengungkapkan, lebih 

kurang 100 jenazah dimakamkan di Jakarta setiap harinya. Satu petak 

makam membutuhkan lahan seluas 5,5 meter persegi. Rinciannya, 1,5 

meter x 2,5 meter (3,75 meter persegi) untuk petak makam, sisanya untuk 

keperluan sarana prasarana seperti jalan di kiri dan kanannya. Dengan 

pelayanan makam untuk 100  jenazah perharinya dan luas tiap petak 

makam 5,5 meter persegi, maka luas lahan makam yang dibutuhkan dalam 

satu tahun atau 365 hari yakni 200.750 meter persegi atau 20,075 hektar.  

“Lahan makam yang dibutuhkan itu bisa mencapai 20 hektar pertahun, 

sementara lahan yang sudah siap pakai itu 31,4 hektar. Berarti, 31,4 hektar 

pertahun di bagi 20 hektar, Cuma 1,5 tahun lagi sudah akan krisis,” ujar 

Nirwono, kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.  

 

Data terakhir yang dimiliki Nirwono, lahan pemakaman yang 

sudah dibebaskan Dinas Kehutanan DKI Jakarta sebanyak 598,5 hektar. 

Dari luas tersebut, 385,5 hektar sudah dipakai, 31,4 hektar siap pakai, dan 

sisanya belum siap pakai. 

Lahan belum siap pakai adalah lahan yang sudah dibebaskan, 

namun masih perlu pematangan, salah satunya dengan diuruk. Sebab, 

lahan yang dibebaskan untuk lahan makam biasanya berupa rawa-rawa, 

berair, bekas sawah, banyak ditumbuhi tumbuhan liar, dan lainnya.  

Kepala Seksi Pelayanan dan Perpetakan Makam Dinas Kehutanan 

DKI Jakarta Ricky Putra menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta sejak era 

Gubernur DKI Ali Sadikin menargetkan ada 794,83 hektar lahan makam 

di Jakarta hingga 2035. Dari target itu, Dinas Kehutanan DKI sudah 
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membebaskan 611,59 hektar lahan hingga akhir 2017. Berarti ada 183,24 

hektar yang belum dibebaskan. 

Sementara itu, lahan yang siap pakai seluas 38,3 hektar dan 

sisanya, 208,16 hektar, belum siap pakai. Dengan data tersebut, Ricky 

mengamini ucapan Nirwono. Dia mengakui, lahan makam seluas 38,3 

hektar bisa habis pada 2019, mengingat kebutuhan sekitar 100 petak 

makam setiap harinya. "Memang kalau ketersediaan seperti itu, bisa 

bertahan sampai 2019 yang 38,3 hektarnya itu, kalau benar-benar dipakai," 

kata Ricky, Jumat (29/6/2018).  

Ricky mengatakan, lahan yang siap pakai itu rata-rata berada di 

pinggiran Jakarta, seperti di TPU Pondok Ranggon, TPU Tegal Alur, dan 

TPU Kampung Kandang. Namun, kebanyakan warga hanya berminat 

menguburkan kerabat mereka yang meninggal dunia di TPU yang 

lokasinya strategis, seperti di TPU Karet Bivak, TPU Menteng Pulo, TPU 

Pondok Kelapa, dan TPU Utan Kayu. "Di pinggir-pinggir (Jakarta), 

Pondok Ranggon, Tegal Alur, itu masih ada lahan-lahan tersedia untuk 

(jenazah) dikuburkan, tapi kan mereka mikirnya kejauhan," ucap Ricky. 

Belum lagi maraknya praktek jual beli tanah makam dan bisnis 

lahan kuburan mewah yang sangat mahal harganya,  
94

 kemudian muncul 

lagi adanya iuran wajib bagi pemilik kubur yang dinilai tidak tepat 
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sehingga memberatkan warga sehingga menambah kompleks 

permasalahan pemakaman yang ada di kota besar itu.
95

 

Disamping itu juga adanya kebiasaan masyarakat Indonesia yang 

menembok kuburan secara berlebihan yang menjadi salah satu faktor 

terjadinya penyempitan lahan makam, padahal sunnahnya adalah cukup 

dengan memberikan tanda diatas kuburan pada bagian kepala dan kaki. 

Rasulullah Saw bersabda, diriwayatkan dari Jabir ra : 

 ِٔ ْٞ ُْ ٝقُْعَذَ عَيَ أَ َٗ صَ اْىقجَْشُ  ُْ ٝجَُصَّ ٌَ أَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ِْ جَبثشٍِ قبَهَ ََّٖٚ سَعُ٘هُ اللَِّ صَيَّٚ اللَُّ عَيَ عَ

ِٔ. ]سٗآ ٍغيٌ:[ ْٞ ُْ ٝجَُْْٚ عَيَ أَ َٗ 

“Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw melarang 
memplester kubur, mendudukinya dan mendirikan bangunan di 

atasnya.” [HR. Muslim, no. 94/970]. 

 

2) Surakarta  

Kota besar lainnya adalah Surakarta, kota Surakarta dengan luas 

wilayah mencapai 44,06 km
2

, memiliki jumlah penduduk sebanyak 

552.650 jiwa, yang juga mempunyai laju pertumbuhan dan perkembangan 

penduduk yang tinggi.
96

 

Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke 

tahun akan diiringi dengan meningkatnya jumlah kematian penduduk Kota 

Surakarta. Jumlah rata-rata penduduk yang meninggal dunia dalam satu 
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https://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/29/16424721/Warga.Keluhkan.Patungan

.Uang.untuk.Lahan.Makam.Saat.Ramadhan, diakses 5 februari 2019 
96  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Proyeksi Penduduk Kota 

Surakarta Tahun 2005-2030. (Surakarta: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 

2007). 

https://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/29/16424721/Warga.Keluhkan.Patungan.Uang.untuk.Lahan.Makam.Saat.Ramadhan
https://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/29/16424721/Warga.Keluhkan.Patungan.Uang.untuk.Lahan.Makam.Saat.Ramadhan


68 
 

tahun di beberapa wilayah Kota Surakarta meningkat dalam kurun waktu 5 

tahun, dari 0,83% pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 1,01% pada 

tahun 2015.
97

 Meningkatnya jumlah kematian menyebabkan permasalahan 

penyediaan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal karena 

lahan pemakaman lambat laun akan penuh jika tidak diimbangi dengan 

penyediaannya.  

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 

Kota Surakarta, lahan makam di Surakarta tinggal 25%, dan dengan 

kondisi ini, Tutik Mulyani, sekretaris DKP Surakarta, khawatir lima tahun 

kedepan lahan makam akan habis. Kasi Pelayanan Pemakaman DKP, 

Sutiyo Joyo Legowo Gunawan, juga menuturkan bahwa lahan makam di 

Kota Surakarta kian kritis.
98

 

3) Bogor  

Tak hanya kota Jakarta dan Surakarta saja, krisis lahan makam 

juga melanda beberapa kota besar lainnya seperti yang terjadi di kota 

Bogor.
99

  

Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bogor terus menyusut. 

Bahkan kondisinya terancam krisis. Dari 120.463 makam yang disediakan 
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  Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, Statistik Daerah Kota Surakarta 2015. 

(Surakarta: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2015) 
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Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hingga 2019, sisanya tinggal 32.529 

petak lagi yang tersebar di delapan TPU. 

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya, ketersediaan 

tanah makam tak sebanding. Ini mengingat jumlah penduduk Kota Bogor 

yang mencapai 735.627 jiwa. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemakaman Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bogor Toto Guntoro 

menyebutkan, Kota Bogor memiliki delapan TPU yang tersebar di enam 

kecamatan, dengan luas total sekitar 610,585 hektare. 

”Dari 120.463 makam yang disediakan Pemkot Bogor, saat ini masih 

menyisakan 32.529 petak yang tersebar di delapan TPU. Memang 

jumlahnya masih terbatas,” ujar Toto. 

Ia pun merinci dari delapan TPU yang dimiliki Kota Bogor, ada 

tiga TPU yang saat ini sudah hampir penuh, yaitu TPU Dreded seluas 6,4 

hektare di Bogor Selatan yang telah terisi hingga 88,46 persen. Disusul 

TPU Blender seluas 6,6 hektare juga telah terisi 92,6 persen dan TPU 

Cipaku seluas 2,1 hektare telah terisi 97,7 persen. 

“TPU ini menjadi favorit warga karena faktor jarak yang lebih terjangkau. 

Alasan lain ada almarhum keluarganya yang dimakamkan di sana 

sehingga ingin berdekatan. Titik ini yang mengalami krisis,” bebernya. 

Di samping itu, ia pun mengakui pemanfaatan lahan makam saat 

ini belum merata. Sejumlah makam lebih menjadi favorit warga karena 

faktor jarak yang lebih terjangkau. Ia berharap warga berkenan beralih ke 
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TPU lain yang masih menyediakan banyak lahan untuk pemakaman jika 

TPU tersebut telah penuh. Misalnya ke TPU Mulyaharja yang baru terisi 

0,15 persen atau TPU Situgede yang persentase terisinya masih 0,3 persen. 

”Bisa juga karena ada almarhum keluarganya yang tadinya dimakamkan di 

sana sehingga ingin berdekatan,” imbuh Toto. 

Sementara TPU Gununggadung tercatat paling luas, yakni 36 

hektare. TPU dengan daya tampung 54.000 makam itu kini telah terisi 

51.872 makam. Sedangkan TPU Situgede seluas 37.654 meter persegi dan 

TPU Blender 66.715 meter persegi. ”Hingga kini, UPTD Pemakaman 

belum mendapatkan lahan baru dari aset,” katanya. 

Menurut Toto, krisis tanah makam bisa tertutup untuk menga-

komodasi 735.627 jiwa penduduk Bogor bila para pengembang yang 

membangun di Kota Bogor diwajibkan menyisihkan dua persen dari total 

lahan untuk pemakaman. 

“Kalau pengembang menyiapkan fasos dan fasum untuk pemakaman, 

kebutuhan akan lahan pemakanan masih bisa terpenuhi,” pungkasnya. 

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor Dodi Setiawan menga-

ku sangat prihatin dengan ketersediaan lahan pemakaman di Kota Bogor 

yang semakin menyurut. Bahkan hanya menyisakan 25 persen dari luas 

lahan yang ada yakni 610,585 hektare. Padahal kebutuhan masyarakat 

terhadap lahan pemakaman menjadi suatu yang penting dan perlu 

dipikirkan pemerintah sebagai pihak berwenang untuk pengadaan fasilitas 

tersebut. 
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Dalam hal ini tentunya pemerintah juga berhak mengatur kebijakan 

yang berkaitan erat dengan pemakaman tersebut. Termasuk memastikan 

setiap mengeluarkan izin pengembangan perumahan wajib menyiapkan 

lahan fasos dan fasum. 

“Jika pengembang perumahan mereka melengkapi lahan fasos dan fasum, 

ketersediaan lahan pemakanan di Kota Bogor bakal aman. Namun jika 

tidak tersedia, bakal berdampak buruk. Ini yang menjadi PR Pemkot Bo-

gor, harus lebih selektif dalam mengeluarkan izin perumahan,” tutupnya. 

4) Sukabumi  

Hal yang serupa juga terjadi di kota Sukabumi 
100

, Kota Sukabumi, 

Jawa Barat mengalami kekurangan lahan pemakaman. Saat ini lahan 

pemakaman di Sukabumi terus menyempit dan hanya tersisa sekitar 10 

persen saja. 

"Sejauh ini lahan pemakaman makin berkurang terutama yang dikelola 

pemerintah," ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemakaman, Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi Ujang Rustiandi 

kepada Republika.co.id, Rabu (12/9).  

Saat ini ada sepuluh tempat pemakaman umum (TPU) yang 

dikelola oleh Pemkot Sukabumi. Kesepuluh TPU yakni Taman Bahagia di 

Kecamatan Warudoyong, TPU Taman Rohmat Kecamatan Citamiang, 

TPU Kerkop Gedong Panjang, TPU Cikundul, TPU Khusnul Khotimah 

Ciandam, TPU Astana Baros, TPU Tegalpari, TPU Binong, dan 2 TPU di 

Kelurahan Subangjaya Cikole. Dari sepuluh TPU tersebut delapan di 

antaranya untuk warga Muslim dan dua TPU yakni Kerkop dan Cikundul 

untuk non-Muslim. 
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Menurut Ujang, lahan pemakaman yang hampir penuh adalah TPU 

untuk warga Muslim. Sementara untuk non-Muslim masih cukup tersedia 

Ujang menyontohkan, di TPU Taman Bahagia lahan pemakaman yang 

sudah terpakai sekitar 99 persen. Bahkan di TPU Binong dan dua TPU di 

Cikole sudah penuh. Sementara yang masih ada lahan cukup berada di 

TPU Rohmat. Bila dirata-ratakan lahan TPU yang dikelola pemkot sudah 

terisi sekitar 90 persen dan hanya tersisa sekitar 10 persen lagi. 

Ujang menuturkan, penuhnya lahan pemakaman dikarenakan 

luasnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kota Sukabumi. 

Meskipun di sisi lain ada lahan wakaf namun tidak semua orang bisa 

memanfaatkannya. 

Untuk menghadapi krisis lahan makam, Ujang mengatakan, dalam 

jangka pendek ini pemkot mengoptimalkan adanya lahan pemakaman 

umum yang disediakan pengembang perumahan. Contohnya pengembang 

perumahan di Cikundul, Lemburisitu yang menyiapkan lahan sekitar 

setengah hektare. 

Setiap pengembang perumahan lanjut Ujang memang diwajibkan 

menyiapkan lahan seluas 2,5 persen untuk pemakaman. Di mana 

pengembang yang tidak memenuhi ketentuan ini tidak akan mendapatkan 

perizinan dari pemerintah. "Ini hanya solusi jangka pendek, tetap saja 

pemkot harus menyediakan lahan khusus," imbuh Ujang. 
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Namun karena keterbatasan anggaran hingga kini perluasan lahan 

pemakaman belum bisa dilakukan. Minimal lahan makam yang 

dibutuhkan sekitar dua hingga tiga hektare. 

Di sisi lain Ujang mengungkapkan, biaya pemakaman dan sewa 

lahan makam di Sukabumi terbilang masih murah dibandingkan daerah 

lain. Di Kota Sukabumi biaya untuk sekali penguburan sebesar Rp 100 

ribu dan sewa ulang Rp 100 ribu untuk tiga tahun. 

Di daerah lain lanjut Ujang biaya penguburan bisa mencapai jutan 

rupiah. Sementara sewa lahan makam untuk tiga tahun juga cukup besar 

nilainya dengan didukung sarana yang memadai. 

B. Wacana Penguburan secara berdiri  

Wacana adalah  rentetan kalimat yang berkaitan yang 

menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain sehingga 

membentuk kesatuan. Konteks wacana: situasi, pembicara, pendengar, 

waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk amanat, kode, dan 

sarana.
101

 

Definisi wacana dapat dilihat dari berbagai segi. dari segi 

sosiologi, wacana menunjuk pada hubungan konteks sosial dalam 

pemakaian bahasa, sedangkan dari segi linguistik, wacana adalah unit 
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 https://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Wacana, di akses tanggal 5 februari 
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bahasa yang lebih besar daripada kalimat.di samping itu, Hawthorn (1992) 

juga mengemukakan definisi wacana merupakan komunikasi kebahasaan 

yang terlihat sebagai sebuah pertukaran di antara pembicara dan 

pendengar, sebagai sebuah aktivitas personal di mana bentuknya 

ditentukan oleh tujuan sosialnya.Sedangkan Roger Fowler (1977) 

mengemukakan bahwa wacana adalah komunikasi lisan dan tulisan yang 

dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang termasuk di 

dalamnya. beberapa definisi dan pendapat dari pakar-pakar bahasa 

mengenai wacana. dalam definisi linguistik, wacana adalah kesatuan 

makna (semantis) antarbagian di dalam suatu bangun bahasa.oleh karena 

itu wacana sebagai kesatuan makna dilihat sebagai bangun bahasa yang 

utuh karena setiap bagian di dalam wacana itu berhubungan secara padu. 

selain dibangun atas hubungan makna antarsatuan bahasa, wacana juga 

terikat dengan konteks.Konteks inilah yang dapat membedakan wacana 

yang digunakan sebagai pemakaian bahasa dalam komunikasi dengan 

bahasa yang bukan untuk tujuan komunikasi.
102

 

Dengan melihat banyaknya permasalahan –permasalahan 

pemakaman di kota-kota besar, terutama pemborosan pemakaian lahan 

makam yang jumlahnya terbatas sedangkan angka kematian yang tinggi, 

maka di perlukan adanya solusi untuk mengatasi hal tersebut. Salah 

satunya adalah dengan merubah posisi jenazah di dalam kubur secara 

berdiri tidak di baringkan seperti biasanya sehingga kapasitas penggunaan 
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 http://definisimu.blogspot.com/2012/08/definisi-wacana.html, di akses tanggal 5 

Februari 2019 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Wacana
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lahan dapat menampung jumlah jenazah yang banyak dan dapat 

meminimalisir krisis lahan makam yang terjadi.  Ide ini pertama kali di 

sampaikan oleh Dr. H. Toha Andiko, M.Ag, seorang Doktor Bidang Ushul 

Fikih IAIN Bengkulu yang sekarang menjabat sebagai Wadek I Fakultas 

Syariah IAIN Bengkulu. Namun, beliau tidak merincikannya secara detail.  

 

C. Tata cara penguburan secara berdiri 

Penguburan secara berdiri maksudnya adalah peletakkan posisi 

jenazah di dalam kubur yang tidak di baringkan baik itu dalam lahad 

maupun dalam syaq, akan tetapi karena kondisi tertentu jenazah di 

kuburkan dengan posisi berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Hal ini 

bertujuan dalam rangka penghematan pemakaian lahan pemakaman. 

Secara teknis, penguburan secara berdiri pada tahapan-tahapan 

prosesi penguburan tidak jauh berbeda dengan penguburan seperti yang 

biasa di lakukan, di mulai dari proses penggalian tanah yang berbentuk 

persegi dengan kedalaman yang di sesuaikan dengan keinginan tanpa ada 

batas tertentu selama jenazah tertanam di dalam tanah dengan baik dan 

tidak tersebar baunya sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar serta 

terhindar dari gangguan binatang buas, Penggalian tanah makam bisa di 

lakukan dengan cara tradisional menggunakan cangkul ataupun alat-alat 

lainnya, namun jika di kota-kota besar alat-alat penggalian tanah sudah 

semakin canggih, sehingga mempermudah penggalian tanah itu dan dapat 

di lakukan oleh satu atau dua orang saja. 
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Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan jenazah ke dalam 

kubur dengan posisi berdiri, atau bisa juga menggunakan peti atau 

sejenisnya yang dapat membuat posisi jenazah itu berdiri, atau bisa juga di 

letakkan dengan posisi sedikit bersandar ke dinding tanah sehingga tubuh 

jenazah dapat berdiri, atau bisa juga di buatkan semacam lubang galian 

tambahan yang menyerupai lahad seukuran tubuh jenazah, akan tetapi 

letaknya di dinding kubur, kemudian di tambahkan juga papan atau yang 

sejenisnya sebagai penopang atau penyanggah tubuh jenazah itu, atau bisa 

juga menggunakan teknik-teknik lainnya yang mendukung prosesi 

penguburan ini, lalu jenazah di hadapkan ke arah kiblat. Sehingga posisi 

jenazah tegak berdiri menghadap kiblat layaknya seperti berdirinya orang 

yang sholat. 

Penguburan jenazah dengan posisi berdiri hanya membutuhkan 

tanah satu petak makam yang berbentuk persegi dengan total lahan yang di 

gunakan 2,5 meter persegi dapat menghemat penggunaan lahan 

pemakaman. Rinciannya, 1,5 meter x 1,5 meter (2,25 meter persegi) untuk 

satu petak makam termasuk di dalamnya jarak antar makam dan sisanya 

untuk sarana prasarana seperti jalan di sebelahnya. Jika dalam sehari di 

kota Jakarta ada 100 jenazah yang disemayamkan, maka total lahan yang 

di gunakan dalam setahun atau 365 hari yakni  91.250 meter persegi atau 

9,125 hektare. Sehingga kapasitas lahan Tempat Pemakaman Umum dapat 

menampung jumlah jenazah yang lebih banyak dan dapat menghemat 
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penggunaan lahan makam di bandingkan dengan penguburan secara 

biasanya yang memakai lahan dalam setahun yakni 20,075 hektare.  

Proses penguburan secara berdiri ini di harapkan juga menjadi 

solusi bagi kota-kota besar lainnya yang mengalami permasalahan krisis 

lahan pemakaman. 

Jika kita melihat bahwa kondisi kota-kota besar yang jumlah 

penduduknya sangat banyak dan padat mengalami permasalahan krisis 

lahan pemakaman yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan 

sekitarnya karena lahan tanah semakin hari semakin berkurang sedangkan 

kebutuhan manusia yang hidup maupun yang mati terhadap lahan 

sangatlah besar, serta terbatasnya lahan pemakaman yang tidak sebanding 

dengan angka kematian yang tinggi, dan jika hal ini terus di biarkan tanpa 

adanya solusi maka tidak mustahil akan menimbulkan dampak yang lebih 

buruk lagi yaitu adanya jenazah yang tidak bisa di kuburkan di sebabkan 

tidak tersedianya lahan makam.   

Oleh karena itu, penguburan secara berdiri dapat menjadi solusi 

untuk menekan laju krisis lahan pemakaman tersebut, dan menghindarkan 

masyarakat dari bahaya yang di sebabkan oleh jenazah yang tidak di 

kubur, disamping itu juga  pencarian dan pembebasan lahan pemakaman 

di tempat itu sangat susah dan memakan waktu yang lama sedangkan 

solusi dari penguburan ini sangat mendesak dan dibutuhkan oleh orang 

banyak. 
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Akan tetapi praktik penguburan secara berdiri ini tentunya harus 

terlebih dahulu di sosialisasikan dan di buat peraturannya oleh pemerintah 

sehingga bisa di fahami dan di mengerti oleh masyarakat, hal ini di 

sebabkan karena praktik penguburan seperti ini baru dan belum pernah di 

liat oleh masyarakat indonesia. 
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BAB IV 

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP WACANA 

PENGUBURAN SECARA BERDIRI 

 

A. Penyebab  adanya wacana penguburan secara berdiri 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui, bahwa wacana 

penguburan secara berdiri timbul di latarbelakangi oleh adanya 

kemungkinan penyempitan lahan yang di sebabkan tingginya angka 

pertumbuhan penduduk yang tidak di barengi dengan ketersediaan lahan 

sehingga berdampak terhadap penyempitan lahan pemakaman umum, dan 

tingginya angka kematian yang terjadi di kota-kota besar sedangkan lahan 

pemakaman yang terbatas, ditambah lagi dengan adanya pemborosan 

lahan makam yang di sebabkan oleh praktik penguburan yang di lakukan 

di masyarakat. Seperti yang terjadi di beberapa kota besar seperti Jakarta, 

Surakarta, Bogor, Sukabumi dan masih banyak daerah-daerah padat 

lainnya. Sehingga, untuk mengantisipasi terjadinya krisis lahan makam 

atau darurat lahan pemakaman itulah dimungkinkan penguburan secara 

berdiri. 

B. Penguburan secara berdiri perspektif hukum Islam 

Secara hukum asal, bentuk kuburan ada dua,
 103

 yaitu lahad 

dan syaq. Cara membuat syaq adalah menggali lubang kuburan sedalam 

orang yang berdiri dan mengangkat tangannya (kurang lebih 2,25 m), lalu 

                                                             
103

 Mustafa Al-khan, Dkk., Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i,... h. 256-257 
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dibuat liang di dasarnya seluas tubuh jenazah. Dalam prosesi penguburan, 

jenazah dibaringkan di liang tersebut di atas sisi kanan tubuhnya dengan 

wajah menghadap ke arah kiblat. Tubuh jenazah itu diberi penahan dan 

tangannya diletakkan di sisi tubuhnya. Lalu permukaan lubang itu ditutup 

dengan batu bata atau batu biasa. Setelah itu lubang kuburan itu ditutup 

dengan tanah. 

Adapun cara membuat lahad adalah dengan menggali lubang 

kuburan sedalam dua pertiga dari tubuh orang yang berdiri, lalu dibuat 

liang seluas ukuran tubuh jenazah yang di salah satu sisi di dasar lubang 

kuburan tersebut. Lalu permukaan liang lahad itu ditutup dengan batu bata 

atau batu biasa. Setelah itu, lubang kuburan ditimbun dengan tanah.
104

 

Didalam Alqur‟an memang tidak di sebutkan secara langsung 

adanya kewajiban untuk meletakkan jenazah di dalam kubur pada posisi 

miring menghadap kearah kiblat, sehingga para ulama fikih pun berbeda 

pendapat tentang hukumnya, Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, 

sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli, hukum 

menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad adalah sunnah. 

Ini berbeda dengan mazhab Hanbali yang mewajibkannya sebagaimana 

umumnya ulama mazhab Syafi‟i. Semua itu berdasarkan sabda Rasulullah 

SAW: 
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81 
 

ٌْ أدَْٞبَءً   عِ عَٞش ثِ قزبدح أُ اىْجٜ صيٚ اللَّ عيٞٔ ٗعيٌ قبه ـٜ اىجٞذ اىذشاً : )قجِْيزَِنُ

عْْبَدِ  قبَهَ صَذِٞخ الِْْ َٗ اىْذَبمٌِ  َٗ د  ُٗ آُ أثَُ٘ دَا َٗ اربً( . سَ َ٘ ٍْ أَ َٗ  

Dari Umair bin qatadah, bahwasahnya nabi Muhammad SAW berkata 

tentang masjidil haram„„(Ka‟bah adalah) kiblat kalian, kalian dalam 

kondisi hidup dan mati,‟ (HR Abu Dawud dan Al-Hakim yang 

mengatakan, “(Hadits ini) shahih sanadnya,‟)
105

 
 

Selain itu, praktik ini juga didasari oleh tradisi penguburan jenazah 

yang sudah berlangsung sejak generasi salaf hingga sekarang. Nabi 

Muhammad SAW sendiri pun dimakamkan dengan cara demikian.
106

 

Secara teknis Musthafa Al-Khan dkk, di dalam kitabnya Al-fiqh Al-

manhaji „Ala Mazhab As-syafi‟i menyatakan bahwa kewajiban minimal 

dalam penguburan adalah dengan mengubur jenazah pada satu lubang 

yang dapat mencegah tersebarnya bau dan dari dimangsa binatang buas, 

serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat.
107

 

 

Wacana penguburan secara berdiri timbul di latarbelakangi oleh 

adanya kemungkinan penyempitan lahan yang di gunakan untuk 

perekonomian, tempat tinggal dan penguburan. Sehingga, untuk 

mengantisipasi terjadinya krisis lahan makam atau darurat lahan 

pemakaman itulah dimungkinkan penguburan secara berdiri. 

Penguburan secara berdiri maksudnya adalah peletakkan posisi 

jenazah di dalam kubur yang tidak di baringkan baik itu dalam lahad 

                                                             
105 Ibnul  Mulaqqin Umar bin Ali Al-Mishri, Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj,  

(Makkah:  Darul Harra,  1985) cetakan pertama, tahqiq: Abdullah bin Sa‟af al-Lihyani,  juz I, h. 

580. 
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 Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh,... h. 663. 
107
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maupun dalam syaq, akan tetapi karena kondisi tertentu jenazah di 

kuburkan dengan posisi berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Hal ini 

bertujuan dalam rangka penghematan pemakaian lahan pemakaman. 

Secara teknis, penguburan secara berdiri pada tahapan-tahapan 

prosesi penguburan tidak jauh berbeda dengan penguburan seperti yang 

biasa di lakukan, di mulai dari proses penggalian tanah yang berbentuk 

persegi dengan kedalaman yang di sesuaikan dengan keinginan tanpa ada 

batas tertentu selama jenazah tertanam di dalam tanah dengan baik dan 

tidak tersebar baunya sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar serta 

terhindar dari gangguan binatang buas, Penggalian tanah makam bisa di 

lakukan dengan cara tradisional menggunakan cangkul ataupun alat-alat 

lainnya, namun jika di kota-kota besar alat-alat penggalian tanah sudah 

semakin canggih, sehingga mempermudah penggalian tanah itu dan dapat 

di lakukan oleh satu atau dua orang saja. 

Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan jenazah ke dalam 

kubur dengan posisi berdiri, atau bisa juga menggunakan peti atau 

sejenisnya yang dapat membuat posisi jenazah itu berdiri, atau bisa juga di 

letakkan dengan posisi sedikit bersandar ke dinding tanah sehingga tubuh 

jenazah dapat berdiri, atau bisa juga di buatkan semacam lubang galian 

tambahan yang menyerupai lahad seukuran tubuh jenazah, akan tetapi 

letaknya di dinding kubur, kemudian di tambahkan juga papan atau yang 

sejenisnya sebagai penopang atau penyanggah tubuh jenazah itu, atau bisa 

juga menggunakan teknik-teknik lainnya yang mendukung prosesi 
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penguburan ini, lalu jenazah di hadapkan ke arah kiblat. Sehingga posisi 

jenazah tegak berdiri menghadap kiblat layaknya seperti berdirinya orang 

yang sholat. 

Penguburan jenazah dengan posisi berdiri hanya membutuhkan 

tanah satu petak makam yang berbentuk persegi dengan total lahan yang di 

gunakan 2,5 meter persegi dapat menghemat penggunaan lahan 

pemakaman. Rinciannya, 1,5 meter x 1,5 meter (2,25 meter persegi) untuk 

satu petak makam termasuk di dalamnya jarak antar makam dan sisanya 

untuk sarana prasarana seperti jalan di sebelahnya. Jika dalam sehari di 

kota Jakarta ada 100 jenazah yang disemayamkan, maka total lahan yang 

di gunakan dalam setahun atau 365 hari yakni  91.250 meter persegi atau 

9,125 hektare. Sehingga kapasitas lahan Tempat Pemakaman Umum dapat 

menampung jumlah jenazah yang lebih banyak dan dapat menghemat 

penggunaan lahan makam di bandingkan dengan penguburan secara 

biasanya yang memakai lahan dalam setahun yakni 20,075 hektare.  

Di dalam Islam terdapat keringanan-keringanan bagi umatnya pada 

kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan melakukan sesuatu yang di 

larang berdasarkan dalil-dalil berikut ini: 

1. Istihsan  

Menurut bahasa istihsan berarti memandang baik sesuatu. Ia juga 

berarti sesuatu yang di gemari dan di senangi manusia, walaupun di 
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pandang buruk orang lain.
108

 Kemudian arti lainnya adalah 

memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu yang lebih baik, 

atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik 

untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu.
109

 

Dari beberapa arti di atas tergambar bahwa adanya seseorang yang 

menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang 

mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan 

untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang di anggapnya lebih 

baik untuk diamalkan. Sedangkan menurut Istilah, terdapat berbagai 

makna menurut para ulama: 

a. Menurut Abdul Wahab Khalaf, istihsan ialah berpindahnya 

seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali kepada tuntutan qiyas 

khafi, atau dari hukum kully kepada hukum istisna‟i berdasarkan 

dalil.
110

 

b. Menurut al-Bazdawi, istihsan ialah berpindah dari tuntutan qiyas 

kepada qiyas lain yang lebih kuat atau mentakhsis qiyasdengan 

dalil yang lebih kuat.
111

 

c. Imam Malik mendefinisikan istihsan adalah beramal dengan salah 

satu dari dua dalil yang paling kuat, atau  

                                                             
108

 Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul al-fiqh (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 

h. 230 
109

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) , h. 324 
110

 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh ,... h. 80 
111

 Abdul Karim Zaidan, Al-wajiz fi Ushul al-Fiqh..., h. 230 
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d. Mengambil  mas‟alah juz‟iyyah ketika berhadapan dengan dalil 

kully.
112

 

e. Ibnu Subki mengajukan dua rumusan tentang arti istihsan, 

pertama, istihsan berarti beralih dari penggunaan suatu qiyas 

kepada qiyas lain yang lebih kuat daripadanya (qiyas pertama). 

Kedua, istihsan yaitu beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada 

adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.
113

 

Istihsan merupakan dalil yang diperselisihkan di antara para ulama. 

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah, istihsan 

merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara‟. Mereka 

memperkuat penggunaan istihsan dengan dalil-dalil, baik dari Alqur‟an, 

Sunnah maupun hasil penelitian terhadap nash.
114

 Namun mereka berbeda-

beda dalam penempatan istihsan dalam hirarki sumber/ dalil hukum Islam 

dan intensitas penggunaannya.
115

 

Ulama yang terkenal banyak menggunakan istihsan diantaranya 

adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
116

 Bahkan Imam Malik 

pernah mengatakan bahwa istihsan adalah sembilan persepuluhnya 

ilmu.
117

 Namun demikan, mereka berbeda dalam membagi istihsan. Ulama 

Malikiyah membagi istihsan menjadi empat,yaitu istihsan dengan „urf, 

                                                             
112

 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamy,... h. 327  
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 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., h. 325 
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istihsan dengan maslahat, istihsan dengan ijma‟ dan istihsan dengan 

kaidah raf‟ al-haraj wa al-masyaqqat
118

. Sedang istihsan dengan qiyas 

khafy tidak dikenal dalam Ushul Fiqh Maliki. Adapun Imam Hanafi 

membagi istihsan kepada istihsan dengan nash, istihsan dengan ijma‟, 

istihsan dengan darurat dan istihsan dengan qiyas khafy, walaupun dalam 

perkembangannya ulama‟ Hanafiyyah juga menggunakan istihsan dengan 

maslahat dan urf.
119

 

Sedangkan Ulama yang menolak istihsan sebagai dalil diantaranya 

yaitu Ulama Syafi‟iyyah, Zahiriyah, Syiah dan Mu‟tazilah.
120

 

2. Macam-macam Istihsan 

Berdasarkan proses perpindahannya, istihsan terbagi dua,
121

 yaitu:  

1. Mendahulukan qiyas khafi dari qiyas jali karena ada alasan yang 

dibenarkan syara‟. Misalnya, jika penjual dan pembeli berselisih 

tentang harga sebelum serah terima barang dilakukan, berdasarkan 

istihsan  mereka berdua dapat di sumpah, padahal  menurut qiyas, 

penjual tidak disumpah akan tetapi menghadirkan barang bukti. 

2. Mengecualikan hukum juz‟i dari hukum kully dengan dalil. Seperti, 

menurut hukum kully jual beli barang yang ma‟dum itu dilarang 

karena mengandung unsur gharar, tetapi berdasarkan istihsan dapat 

dilakukan melalui jual beli akad salam. 

                                                             
118

 Iskandar Usman, Istihsan dan pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 
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Sedangkan berdasarkan sandarannya, istihsan  dibagi menjadi 

enam,
122

 yaitu: 

1. Istiihsan berdasarkan nash, yaitu adanya ayat atau hadis tentang 

hukum sesuatu yang berbeda dengan ketentuan kaedah umum.  

2. Istihsan bi al-Ijma‟ yaitu meninggalkan qiyas dalam suatu 

masalah berdasarkan ijma‟ yang menetapkan hukum berbeda 

dengan hukum yang ditunjuk qiyas. Seperti sahnya akad 

istishna‟ berdasarkan ijma; ulama‟. Padahal menurut qiyas itu 

tidak sah, sebab obyek yang di akadkan belum ada (ma‟dum) 

pada saat akad dilangsungkan. 

3. Istihsan berdasarkan qiyas khafi. Misalnya menurut Hanafiyah 

jika penjual dan pembeli berselisih tentang harga barang 

sebelum serah terima di lakukan, menurut qiyas penjual harus 

mendatangkan bukti dan pembeli di sumpah. Namun menurut 

istihsan keduanya dapat di sumpah.
123

 

4. Istihsan bi al-Maslaha. Seperti ketentuan umum menetapkan 

bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas 

kerusakan hasil komoditi yang diproduksi oleh pabrik itu, 

kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena status 

mereka hanya buruh yang menerima upah. Akan tetapi demi 

kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap 

tidak bertanggung jawab dan sulitnya mempercayai sebagian 
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 Abdul Karim Zaidan, Al-wajiz fi Ushul al-Fiqh..., h. 233. 
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pekerja pabrik dalam masalah keamanan produksi, maka ulama 

Hanfiyah menggunakan istihsan yang menyatakan bahwa buruh 

harus bertanggung jawab atas kerusakan produksi baik di 

sengaja atau tidak.
124

   

5. Istihsan bi al-A‟adah au al-Urf , yaitu istihsan berdasarkan 

kebiasaan yang berlaku umum. Misalnya sewa pemandian 

dengan harga tertentu tanpa pembatasan air yang digunakan 

serta lamanya waktu pemakaian. Menurut qiyas hal ini tidak di 

bolehkan, sebab obyek akad ijarah itu harus jelas sehingga tidak 

menimbulkan perselisihan. Namun menurut istihsan hal itu di 

perbolehkan lantaran kebiasaan yang berlaku di dalam 

masyarakat tidak menuntut jumlah air yang digunakan dan 

berapa lama waktu yang di habiskan.
125

 

6. Istihsan bi al-Darurah. Yaitu ada keadaan-keadaan darurat yang 

menyebabkan seorang mujtahid tidak memakai kaedah umum 

atau qiyas. Misalnya dalam masalah sumur yang kemasukan 

najis, menurut kaedah umum sumur itu tidak mungkin di 

sucikan dengan air tersebut dari sumur karena sisa air yang 

bersumber darinya tetaplah najis. Hanya saja berdasarkan 

istihsan sumur tersebut di humu suci dengan mengeluarkan air 

yang ada dalam jumlah tertentu karena alasan darurat. 
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2. Kaedah fiqhiyyah  Ad-Dharurat Tubihu al-Mahzhurat (darurat itu 

membolehkan larangan) 

Dharurat artinya adalah kebutuhan yang sangat mendesak/genting, 

sedangkan al-Mahzhurat yaitu sesuatu yang haram dan tidak boleh di 

kerjakan.
126

 

Darurat juga bermakna suatu  keadaan yang menyelimuti manusia 

dalam situasi dan kondisi yang tidak baik yang mana mendorongnya 

malakukan hal yang diharamkan dan dilarang dalam Syara‟ guna 

memelihara jiwanya dari kebinasaan atau memelihara agar jangan musnah 

atau untuk menghindari hal yang menyakitkan baik itu secara yakin atau 

diduga demikian.
127

 

Keadaan darurat adalah suatu keadaan dimana nyawanya, 

agamanya, atau hartanya bisa terancam. Apabila seseorang mengalami 

keadaan seperti ini maka diperbolehkan baginya untuk mengambil 

keharaman tersebut sekadar kebutuhannya (sebagaimana kaidah 

berikutnya). Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah/2 : 173 berikut:  

ب ََ ٌُ  ئَِّّ نُ ۡٞ ًَ عَيَ زخََ دَشَّ ۡٞ ََ ًَ َٗ  ٱىۡ ٌَ  ٱىذَّ ىذَۡ ِٔ  ٱىۡخِْضِٝشِ َٗ ِٕوَّ ثِ
بٓ أُ ٍَ شِ  ۦَٗ ۡٞ ِۖۡ ىؽَِ  ٱللَّّ

 ِِ ََ َُّ  ٱضۡطشَُّ ـَ ٍِٔۚ ئِ ۡٞ ٌَ عَيَ لََّ عَبدٖ ـلَََٓ ئصِۡ َٗ شَ ثبَغٖ  ۡٞ َ ؼَ ٌٌ  ٱللَّّ دِٞ ؼَفُ٘سٞ سَّ

ٔ٧ٖ  
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 “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 

daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain 

Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang 

dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak 

ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” (QS Al-Baqarah : 173) 

Allah juga berfirman dalam surah Al-maidah/5: 3 berikut ini:  

.... ِِ ََ َُّ  ٱضۡطشَُّ ـَ ِ ٌٖ ـاَ صۡ ِ زجََبّؿِٖ لِّْ ٍُ شَ  ۡٞ صَخٍ ؼَ ََ خۡ ٍَ َ ـِٜ  ؼَفُ٘سٞ  ٱللَّّ

 ٌٞ دِٞ   ٖسَّ

 “Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat 

dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS 

Al-Maidah : 3) 

Sebagai contoh, seseorang yang tersesat di tengah hutan tanpa 

bekal makanan atau kehabisan bekal makanan. Agar dia tetap bertahan 

hidup, dia harus tetap makan makanan, namun yang dijumpai hanya babi 

dan tidak menjumpai makanan halal lainnya.  

Maka pada saat itu diperbolehkan baginya makan daging babi 

tersebut sekadar kebutuhannya.
 128

 

3. Teori Perubahan Hukum 

Teori adaptabilitas (penyesuaian), menjelaskan bahwa hukum 

Islam bisa disesuaikan dengan perubahan sosial dan membutuhkan ijtihad-

ijtihad baru yang disesuaikan dengan realitas sosial dan bisa merespon 

perubahan sosial. Perlu di ketahui bahwa adaptabilitas bisa mengacu 
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kepada dua frame, yaitu kemungkinan perluasan hukum yang sudah ada 

dan keterbukaan satu kumpulan hukum bagi perubahan.
129

  

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti yang dikutip oleh 

Zulham Wahyudani, bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan 

fatwa, sedangkan perubahan fatwa terjadi karena adanya perubahan aspek-

aspek yang mengitari hukum itu.
130

 

Dalam Kitabnya I‟lam al-Muwaqqi‟in, al-Jauziyah mengatakan : 

ائذ َٗ الَۡ َٗ َٗ الۡدَْ٘اهْ ٗ اىِْٞبدِ  نِْخَِ   ٍْ َٗ الَۡ ْخَِ  ٍِ َٗ اخزلَِـَِٖبَ  ثغَِجتَِ  الَّصَْ ىٚ  َ٘  رؽَُُّٞشِ  اىفزَْ

“Perubahan fatwa dan perbedaan hukum tentangnya disebabkan oleh 

faktor zaman, tempat, situasi, niat dan faktor adat”. 

Maksudnya adalah bahwa kondisi atau keadaan suatu masyarakat 

akan mempengaruhi hukum yang dikeluarkan seorang Mufti. Namun hal 

ini tidak berarti bahwa hukum akan berubah begitu saja tanpa 

memperhatikan norma yang terdapat di dalam sumber utama hukum Islam 

yaitu Alqur‟an dan Hadis. 

Pada prinsipnya, pandangan al-Jauziyah ini mengacu kepada 

hakikat syariat islam yang senantiasa berorientasi kepada kemaslahatan 

manusia. Syariat di hadirkan melalui Rasulullah bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dab kebajikan. Oleh karena 
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itu setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan 

dipandang bertentangan dengan syariat islam. 

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan. Kemaslahatan sebagai 

substansi syariat mengalami perbedaan seiring dengan perbedaan zaman, 

tempat, situasi, niat dan adat. Artinya bahwa perbedaan zaman, tempat, 

situasi, niat dan adat menjadi legitimasi dan alasan bagi terjadinya 

perubahan hukum. Pandangan al-Jauziyah menunjukkan bahwa syariat 

Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan 

perkembangan. Dengan kata lain bahwa al-Jauziyah berpendapat 

sesungguhnya hukum Islam dapat di tafsirkan dan di terjemahkan sesuai 

konteks sosial umat. 

Hukum islam bisa disesuaikan dengan perubahan sosial dan 

membutuhkan ijtihad-ijtihad baru yang sesuai dengan realitas sosial dan 

bisa merespon perubahan sosial. Maka para Mujtahid pun bisa merubah 

hukum karena pertimbangan tempat dan waktu. Seperti apa yang 

dilakukan oleh Imam Syafi‟i yang mempunyai qaul jadid (pendapat baru) 

ketika ia berada di Mesir dan qaul qadim (pendapat lama) ketika ia berada 

di Baghdad. Puluhan bahkan ribuan pendapat Imam Syafi‟i diubah dan 

diganti dengan pendapat baru sesuai dengan lingkungan sosial baruya itu. 

Dalam hal ini, fikih di tuntut untuk mampu merespon berbagai 

perubahan sosial yang  tidak bisa mengabaikan fakta-fakta empiris-historis 

yang senantiasa berubah di masyarakat. Karena fikih yang mengabaikan 
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realitas adalah fikih yang”kering” dan juga fikih yang tidak memiliki akar 

di dalam masyarakat. 

Menurut Atho‟ Mudzhar, sebagaimana dikutip oleh Jazuli 

Amrullah, hukum Islam (fikih) dituntut mampu beradaptasi dengan sistem 

hukum yang berlaku dimanapun. Oleh karenya fikih harus 

ditransformasikan menjadi nilai-nilai sosial dan diterima di tengah 

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

4. Kaedah fiqhiyyah Ad-Dhararu Yuzalu (Kemudharatan dihilangkan) 

Dasar Qaidah ini dari Al-Qur‟an adalah sebagai berikut:  

1. Qur‟an surah al-Baqarah ayat 60: 

۞...  َِ فۡغِذِٝ ٍُ اْ ـِٜ ٱلۡۡسَۡضِ  ۡ٘ لََّ رعَۡضَ َٗٙٓ  
“...dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat 

kerusakan.” 

 

2. Qur‟an surah al-A‟raf ayat 56: 

ذِٖبَ لََّ رفُۡغِذُٗاْ ـِٜ ٱلۡۡسَۡضِ ثعَۡذَ ئصِۡيََٰ َٗ...   
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya...” 

  

3. Qur‟an surah al-Qashash ayat 77: 

 

... َِ فۡغِذِٝ َُ َ لََّ ٝذُِتُّ ٱىۡ َُّ ٱللَّّ لََّ رجَۡػِ ٱىۡفغََبدَ ـِٜ ٱلۡۡسَۡضِۖۡ ئِ َٗ٧٧  
“...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” 

 

4. Al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 231: 

لََّ ... َٗ ٌَ ّفَۡغٍَُٔۥۚ  ىلَِ ـقَذَۡ ظَيَ
ِ ٝفَۡعَوۡ رََٰ ٍَ َٗ  

ٍۚ
َِّ ضِشَاسٗا ىِّزعَۡزذَُٗاْ غِنُُٕ٘ َۡ لََّ رُ َٗ

اٍۚ  ٗٗ ِ ٕضُُ ذِ ٱللَّّ اْ ءَاََٰٝ ٓٗ   ...رزََّخِزُ
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“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena 

dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat 

demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” 

 

Kemudian hadis Rasulullah SAW. riwayat dari Ahmad bin Hanbal 

dari Ibnu Abbas: 

لََّ ضِ  َٗ شَاسلََّ ضَشَاسَ 
131

 

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling 

membahayakan (merugikan)” 

 

Para ulama menganggap hadis di atas sebagai jawami‟ al-kalim, 

kemudian hadis tersebut dijadikan sebagai qaidah fiqhiyyah asasiyyah. Di 

dalam hadis ini pula menjelaskan bahwa perintah untuk menghilangkan 

dharar adalah mutlaq dan harus di laksanakan, baik dharar terhadap diri 

sendiri maupun orang lain, kecuali hudud  dan hukuman-hukuman yang di 

kecualikan dengan nash.
132

 

Mudharat secara etimologi adalah berasal dari kalimat "al-Dharar" 

yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Al-

dharar (اىضشس ) adalah membahayakan orang lain secara mutlak, 

sedangkan al-dhirar (اىضشاس ) adalah membahayakan orang lain dengan 

cara yang tidak disyariatkan. 

Jadi, penguburan secara berdiri boleh dilakukan jika kondisi lahan 

pemakaman sudah dalam keadaan sulit dan darurat yang dapat 

memberikan dampak yang buruk bagi diri dan lingkungan. Dan ini 

merupakan salah satu solusinya. Akan tetapi, jika tanah pemakaman masih 

luas dan tidak dalam kondisi yang darurat seperti di desa-desa, maka 

                                                             
131

 Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, (T.tp.: Muassasah al-Risalah, 1999), h. 438 
132

 Abdul Aziz Azzam, Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai‟idil fiqhiyyah,... h. 128 



95 
 

pemakaman wajib mengikuti tatacara penguburan yang normal 

berdasarkan petunjuk dan dalil yang sudah ada. 

Walaupun demikian, permasalahan penyempitan lahan pemakaman 

dapat juga di atasi dengan cara tidak menembok kuburan karena 

sunnahnya adalah cukup dengan memberikan tanda diatas kuburan pada 

bagian kepala dan kaki sehingga kapasitas lahanpun dapat menampung 

pemakaman yang lebih banyak. Sebab menembok kuburan pada 

hakikatnya merupakan perbuatan yang tidak di bolehkan berdasarkan 

hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari Jabir ra : 

 ِْ ِٔ  عَ ْٞ ُْ ٝقُْعَذَ عَيَ أَ َٗ صَ اْىقجَْشُ  ُْ ٝجَُصَّ ٌَ أَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ جَبثشٍِ قبَهَ ََّٖٚ سَعُ٘هُ اللَِّ صَيَّٚ اللَُّ عَيَ

ِٔ. ]سٗآ ٍغيٌ:[ ْٞ ُْ ٝجَُْْٚ عَيَ أَ َٗ 

“Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw melarang 
memplester kubur, mendudukinya dan mendirikan bangunan di 

atasnya.” [HR. Muslim, no. 94/970]. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Penyebab adanya wacana penguburan secara berdiri adalah 

Perkembangan penduduk, dan tingkat kematian yang tinggi yang 

tidak di barengi dengan ketersediaan lahan pemakaman serta 

prosesi pemakaman yang biasa dilakukan membuat tanah makam 

semakin hari semakin menipis. 

2. Penguburan secara berdiri boleh dilakukan bila kondisi 

pemakaman tersebut sudah dalam keadaan sulit dan darurat, 

berdasarkan dalil istihsan bidharurah, kaedah fiqhiyyah Ad-

Dhararu Yuzalu (Kemudharatan dihilangkan) dan kaedah 

fiqhiyyah Ad-Dharurat Tubihu al-Mahzhurat (darurat itu 

membolehkan larangan). 

Namun, jika kondisi tanah pemakaman masih luas dan tidak dalam 

kondisi yang sulit, maka kita wajib mengikuti tatacara penguburan 

berdasarkan dalil yang sudah ada. 

B. Saran  

Sebaiknya pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat dan 

membuat kebijakan agar  dapat menerapkan sistem penguburan secara 
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berdiri ini jika kondisi lahan Tempat Pemakaman Umum sudah sempit 

terutama di kota-kota besar. 
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